BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR )43} TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Menimbang

a.

BUPATI AGAM,

bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan
akuntabel sesuai asas-asas umum penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good goverment) dan terpenuhinya
hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
secara maksimal, maka pemerintah daerah wajib
menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar
Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan,

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,
dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah;

bahwa Keputusan Bupati Agam Nomor 123 Tahun 2018
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan
dan Nonperizinan Pada Dinas Penamaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sudah
tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur

Perizinan dan Nonperizinan;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  beberapa  kali diubah  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha, Perizinan, Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor
24);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

14. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha, Perizinan, Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor
24 );

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Perizinan Dan Nonperizinan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Keputusan ini.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU terdiri dari :
a. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko; dan
b. Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan dalam
melaksanakan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan
pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor
123 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penamaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 8 Maret 2024
BUPATI AGAM,

b

’
L

ANDRI WARMAN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERANGAN

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah Form 1 SOP-A-01

2. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah | Form 2 SOP-A-02
Rendah

3. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah | Form 3 SOP-A-03
Tinggi

4. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi Form 4 SOP-A-04




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 4}
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TAHUN 2024

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha (PBUMKU)

Form 5 SOP-B-01

2. | Izin Pendirian Sekolah Form 6 SOP-C-01
Izin Operasional Sekolah Form 7 SOP-C-02
Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan | Form 8 SOP-C-03
(LKP)

5. |Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan | Form 9 SOP-C-04
(LKP)

6. | Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat Form 10 SOP-C-05
(TBM)

7. |Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat Form 11 SOP-C-06
(TBM) :

8. |Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Form 12 SOP-C-07
Masyarakat (PKBM)

9. |Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Form 13 SOP-C-08
Masyarakat (PKBM)

10. |Izin Pemakaian Aset Daerah Form 14 SOP-C-09

11. | Izin Penyewaan Alat Berat Form 15 SOP-C-10

12. | Izin Penelitian Form 16 SOP-C-11

13. | Izin Pendirian Pengumpulan Uang dan Barang | Form 17 SOP-C-12
(PUB)

14. | Surat Izin Operasional (SIOP) Lembaga Form 18 SOP-C-13
Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial
(Orsos)

15. | Surat Izin Operasional (SIOP) Panti Asuhan Form 19 SOP-C-14

16. | Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis Form 20 SOP-C-15
(SIP-dr/SIP-dr.Sp)

17. | Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK) Form 21 SOP-C-16

18. | Surat Izin Praktik Perawat (SIP-P) Form 22 SOP-C-17

19. | Surat Izin Praktik Bidan (SIP-B) Form 23 SOP-C-18

20. | Surat Izin Praktik Apoteker (SIP-A) Form 24 SOP-C-19

21. | Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian | Form 25 SOP-C-20
(SIP-TTK)

22. | Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK-TS) Form 26 SOP-C-21

23. | Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Gizi (SIK-TGz / | Form 27 SOP-C-22

SIP-TGz)




24.

Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIK-F /
SIP-F)

Form 28 SOP-C-23

25. | Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis Form 29 SOP-C-24
(SIK-OK / SIP-OT)
26. | Surat Izin Kerja/Praktik Terapis Wicara Form 30 SOP-C-25
(SIK-TW / SIP-TW)
27. | Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT) | Form 31 SOP-C-26
28. | Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK-PM) Form 32 SOP-C-27
29. | Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler Form 33 SOP-C-28
(SIP-TKV)
30. | Surat Izin Kerja Refraksionis Form 34 SOP-C-29
Optisien /Optometris (SIK-RO/SIK-O)
31. | Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK-TG) Form 35 SOP-C-30
32. | Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA) Form 36 SOP-C-31
33. | Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Form 37 SOP-C-32
(SIP-GM)
34. | Surat Izin Kerja Radiografer (SIK-R) Form 38 SOP-C-33
35. | Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) Form 39 SOP-C-34
36. | Surat Izin Praktek Ahli Tekhnologi Form 40 SOP-C-35
Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
37. | Surat Izin Praktik Ortotis Prostetik (SIP-OP) / Form 41 SOP-C-36
Surat Izin Kerja Ortotis (SIK-O)
38. | Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Form 42 SOP-C-37
Tradisional Jamu (SIP-TKTJ)
39. | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Form 43 SOP-C-38
40. |Izin Tukang Gigi Form 44 SOP-C-39
41. |Izin Penggunaan Racun Api Form 45 SOP-C-40
42. | Izin Reklame Form 46 SOP-C-41
43. | Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Form 47 SOP-C-42
Pedesaan /Angkot
44. |Izin Praktek Dokter Hewan Form 48 SOP-C-43
45. | Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Form 49 SOP-C-44
Kesehatann Hewan (SIPP Keswan),Surat Izin
Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan
Kebuntingan (SIPP Pkb),Surat Izin Paramedik
Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP
Inseminator), Surat Izin Paramedik Veteriner
Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
46. | Izin Mendirikan Klinik Non BLU(Badan Layanan | Form 49 SOP-C-45
Umum) dan Non BLUD ( Badan Layanan Umum
Daerah)
47. | Izin Operasional Klinik Non BLU(Badan Form 49 SOP-C-46
Layanan Umum) dan Non BLUD ( Badan
Layanan Umum Daerah)
48. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan | Form 50 SOP-D-01
Ruang (PKKPR)
49, | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Form 51 SOP-D-02
50. | Rekomendasi Keramaian Form 52 SOP-D-03
51. | Surat Keterangan Rencana Kabupaten Form 53 SOP-D-04




52. | Rekomendasi Peil Banjir Form 54 SOP-D-05

53. | Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Form 55 SOP-D-06

54. | Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Form 56 SOP-D-07
(LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)

55. | Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKPLH Form 57 SOP-D-08

{UKL-UPL}/ KKLH{AMDAL}




NOMOR SOP . SOP-A-01

TGL. PEMBUATAN |: 25 Mei 2024

TGL. REVISI : 00

TGL. EFEKTIF : 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,

KABUPATEN AGAM B -
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sl . s
ANDRI WARMAN
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. Memahami peraturan-peraturan pendukung

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Memahami tahapan kerja (prosedur)
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Mampu mengoperasikan Komputer dan Internet
4, Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha Berbasis|6. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi
Risiko
6. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
12. Peraturan yang terkait dari Kementerian (NSPK)
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
NSPK dari Kementerian 1. Komputer dan Printer
2. ATK
3. Scanner
4. Internet
5. Aplikasi OSS RBA
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila jaringan internet tidak efektif atau lancar maka proses layanan perizinan berusaha tidak dapat
dilaksanakan

1. KTP
2. Email yang aktif
3. NPWP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO RENDAH

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Pemohon Lembaga OSS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
1. |Mendaftarkan Akun Melalui OSS RBA C) a KTP
b. Alamat Email
¢. Nomor Hp (Whattsap) 5 Menit Berkas Diterima
d. Nomor Pendaftaran AHU Online
(jika Non Perseorangan)
2. |Memverifikasi Akun Untuk
Mendapatkan Username dan i
Password OSS ( } Email atau Nomor Whattsap 2 Menit Usermname dan Password OSS
3. |Mengajukan dan menginput
permohonan penerbitan Nomor Induk
Berusaha (NIB) NIB
Data Usaha 5 Menit
4. |Mengajukan dan menginput v
permohonan Izin Usaha
1‘ | Data sesuai bidang usaha 5 Menit 1zin Usaha
5. |Cetak NIB dan Sertifikat Standar
v
2 Menit NIB dan Sertifikat Standar
6. |Memenuhi persyaratan perizinan v
berusaha Persyaratan Tidak Lengkap
( < untuk usaha dengan risiko
J Pemenuhan Persyaratan i -
menengah tinggi dan tinggi
7. |Verifikasi pemenuhan persyaratan
3 jika belum lengkap dinotifikasi
; untuk dilengkapi, jika
K Mwak persyaratan lengkap
Persyaratan Lengk permohonan disetujui
8. |Persetujuan Permohonan
‘Q 2 Menit Izin Terverifikasi




NOMOR SOP : SOP-A-02
TGL. PEMBUATAN  [: 25 Mei 2024
TGL. REVISI : 00

TGL. EFEKTIF : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. Memahami peraturan-peraturan pendukung

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Memahami tahapan kerja (prosedur)
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Mampu mengoperasikan Komputer dan Internet
4, Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha Berbasis|6. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi
Risiko
6. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
12. Peraturan yang terkait dari Kementerian (NSPK)
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
NSPK dari Kementerian 1. Komputer dan Printer
2. ATK
3. Scanner
4. Internet

5. Aplikasi OSS RBA

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila jaringan internet tidak efektif atau lancar maka proses layanan perizinan berusaha tidak dapat
dilaksanakan

1. KTP
2. Email yang aktif
3. NPWP

BUPATI AGAM,

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENENGAH RENDAH

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
9 Pemohon Lembaga OSS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output ¢
1. [Mendaftarkan Akun Melalui 0SS RBA
a. KTP
b. Alamat Email
¢. Nomor Hp (Whattsap) 5 Menit Berkas Diterima
d. Nomor Pendaftaran AHU Online
(jika Non Perseorangan)
2. |Memverifikasi Akun Untuk
Mendapatkan Username dan
Password 0SS Email atau Nomor Whattsap 2 Menit  [Username dan Password OSS|
3. |Mengajukan dan menginput
permohonan penerbitan Nomor Induk
Berusaha (NIB) NIB
Data Usaha 5 Menit
4. |Mengajukan dan menginput +
permohonan Izin Usaha
@ Data sesuai bidang usaha 5 Menit Izin Usaha
5. |Cetak NIB dan Sertifikat Standar
v
( ) 2 Menit NIB dan Sertifikat Standar
6. |Memenuhi persyaratan perizinan
berusaha T Persyaratan Tidak Lengkap
it Pemenuhan Persyaratan bt usaha_ dquan ".Elkq
menengah tinggi dan tinggi
7. |Verifikasi pemenuhan persyaratan
jika belum lengkap dinotifikasi
5 Menit untuk dilengkapi, jika
persyaratan lengkap
Persyaratan Lengkd permohonan disetujui
8. |Persetujuan Permohonan
@ 2 Menit |1zin Terverifikasi




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : SOP-A-03
TGL. PEMBUATAN [: 25 Mei 2024
TGL. REVISI : 00

TGL. EFEKTIF : 1 Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

BUPAH AGAM,

DRI WARMAN

NAMA SOP

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Memahami tentang proses pengurusan lzin
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha
Berbasis Risiko
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
12. Peraturan yang terkait dari Kementerian (NSPK)
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
NSPK dari Kementerian 1. Komputer dan Printer
2. ATK
3. Scanner
4. Internet
5. Aplikasi OSS RBA
|PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila jaringan internet tidak efektif atau lancar maka proses layanan perizinan berusaha
tidak dapat dilaksanakan

1. KTP
2. Email yang aktif

3. NPWP




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENENGAH TINGGI
RUANG LINGKUP SELURUH SEKTOR

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Verifikator / Sub Koordinator/ | Koordinator/ ) Keterangan
Pemohon Surveyor Pengendali Teknis | Pengendali Mutu Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1. |Mengajukan Permohonan melalui OSS RBA Ya Berkas Permohonan sesuai NA Berkas permohonan terterima
q\/ ketentuan melalui sistem OSS
2. |Melakukan verfikasi, memberikan ) Y Berkas permohonan 1 Jam |Berkas permohonan
persetujuan jika dokumen lengkap dan t Tidak / \ Yo terterima melalui sistem OSS terverifikasi
benar dan dikembalikan jika belum lengkap
dan belum benar \ /
4
3. |Mempelajari hasil verifikasi dan menetapkan Berkas permohonan 1Hari |1. Kerangka Acuan Kerja
persiapan pelaksanaan survey selanjutnya Y terverifikasi 2. Rancangan SPT
menyampaikan hasilnya kepada 3. Berita Acara Survei
Koordinator Tidak <>‘ 4. Berkas permohonan
terverifikasi
5. Dokumen pendukung
4. |Menguji dan mempelajari berkas persiapan 1. Kerangka Acuan Kerja 2 Jam |Dukungan administrasi dan
pelaksanaan survey apabila sesuai, survey 2. Rancangan SPT perlengkapan survey lengkap
dapat dilaksanakan jika kelengkapan survei /\ ) 3. Berita Acara Survei (termasuk pelaksanaan
teflah terpenuhi, apabila tidak maka survey Tidak > 4. Berkas permohonan briefing)
dtnda terverifikasi
Ya 5. Dokumen pendukung
lainnya
5. |Pelaksanaan survei, apabila hasil survei Dukungan administrasi dan 2 Hari  |Berita acara hasil survey
sesuai antara dokumen pendukung dan Ya perlengkapan survey lengkap berserta lampiran teknis
keadaan di lapangan, maka akan diteruskan (termasuk pelaksanaan pendukung
ke Koordinator, jika tidak sesuai, maka akan \/ briefing)
dikembalikan kepada pemohon.
6. |Mempelajari dan memutuskan kelayakan Berita acara hasil survey 1 Jam |Berita acara Hasil survey
penerbitan Seritikat Standar (SS) <> berserta lampiran teknis disetujui sebagai dasar
pendukung penetapan Sertifikat Standar
(SS)
7. |Memberikan Notifikasi Persetujuan j Berita acara Hasil survey 1 Hari |Sertifikat Standar (SS)
D disetujui sebagai dasar ditetapkan
penetapan Sertifikat Standar
(SS)
8. |Menerima Sertifikat Standar (SS) O Sertifikat Standar (SS) NA Sertifikat Standar (SS)
ditetapkan diterima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : SOP-A-04
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
TGL. REVISI . 00
TGL. EFEKTIF : 1 Juni 2024 i
-< BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH 2¥
L=
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tinggi

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. Memahami peraturan-peraturan pendukung
2. Memahami tahapan kerja (prosedur)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. i
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 2 ﬂ:mg:: m::?;eﬁu:i:'a:egg:lp:;l: dan Inlemet
Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi
5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha Berbasis
Risiko
6. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha di
Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
12. Peraturan yang terkait dari Kementerian (NSPK)
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
NSPK dari Kementerian 1. Komputer dan Printer
2. ATK
3. Scanner
4. Internet
5. Aplikasi 0SS RBA
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Jaringan intemet tidak efektif atay lancar maka proses layanan perizinan berusaha tidak dapat| 1. KTP
dilaksanakan 2. Email yang aktif

3. _NPWP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI
RUANG LINGKUP SELURUH SEKTOR

Pelaksana ' Mutu Baku
; Sub Koordinator/ .
Bagbval Pemohon VacHfikator / Pengendali Koordlna.tutl Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Surveyor Teknis Pengendali Mutu
Mengajukan Permohonan melalui OSS O Ya Berkas Permohonan NA Berkas permohonan terterima
RBA " sesuai ketentuan melalui sistem OSS
Melakukan verfikasi, memberikan } Tk ‘\ Ya Berkas permohonan 1Jam |Berkas permohonan terverifikasi
persetujuan jika dokumen lengkap dan / terterima melalui sistem
benar dan dikembalikan jika belum \ / 0ss
lengkap dan belum benar )
Mempelajari hasil verifikasi dan Berkas permohonan 1Hari [1. Kerangka Acuan Kerja
menetapkan persiapan pelaksanaan terverifikasi 2. Rancangan SPT
survey selanjutnya menyampaikan 3. Berita Acara Survei
hasilnya kepada Koordinator Tidak 4. Berkas permohonan
terverifikasi
5. Dokumen pendukung lainnya
Menguji dan mempelajari berkas 1. Kerangka Acuan Kerja| 2 Jam |Dukungan administrasi dan
persiapan pelaksanaan survey apabila 2. Rancangan SPT perlengkapan survey lengkap
sesuai, survey dapat dilaksanakan jika /\‘ 3. Berita Acara Survei (termasuk pelaksanaan briefing)
kelengkapan survei telah terpenuhi, Tidak ) 4. Berkas permohonan
apabila tidak maka survey ditunda terverifikasi
Ya 5. Dokumen pendukung
lainnya
Pelaksanaan survei, apabila hasil survei /\ Dukungan administrasi 2 Hari |Berita acara hasil survey berserta
5 Ya = 2
sesuai antara dokumen pendukung dan dan perlengkapan survey lampiran teknis pendukung
keadaan di lapangan, maka akan \/ lengkap (termasuk

diteruskan ke Koordinator, jika tidak
sesuai, maka akan dikembalikan

pelaksanaan briefing)

Mempelajari dan memutuskan <> Berita acara hasil survey 1 Jam |[Berita acara Hasil survey disetujui

kelayakan penerbitan Izin berserta lampiran teknis sebagai dasar penetapan |zin
pendukung
Memberikan Notifikasi Persetujuan Berita acara Hasil survey 1 Hari [lzin ditetapkan
disetujui sebagai dasar
:t penetapan |zin
Menerima Izin - | Izin ditetapkan NA  [lzin diterima

BUPATIMAGAM,




NOMOR SOP . SOP-B-01
TGL. PEMBUATAN |: 25 Mei 2024
TGL. REVISI . 00
TGL. EFEKTIF 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
KABUPATEN AGAM ISR OLEH > b
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU o
DRI WARMAN
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA SOP Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS! PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti|3- Mampu berkomunikasi dengan baik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Memillki sikap yang disiplin, tegas dan telti
5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha Berbasis
Risiko
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha di
Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
12. Peraturan yang terkait dari Kementerian (NSPK)
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
NSPK dari Kementerian 1. Komputer dan Printer
2. ATK
3. Scanner
4. Internet
5. Aplikasi OSS RBA
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila jaringan internet tidak efektif atau lancar maka proses layanan perizinan berusaha tidak dapat| 1. KTP
dilaksanakan 2. Email yang aktif

3. _NPWP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)
RUANG LINGKUP SELURUH SEKTOR

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Verifikator / Sub Koordinator/ Koordinator/ Keterangan
: i |
Pefncnon Surveyor Pengendali Teknis | Pengendali Mutu Kepala Dinas REgapan I NP
1. |Mengajukan Permohonan melalui C._\ Ya Berkas Permohonan sesuai Na  |Berkas permohonan terterima
OSS RBA — ketentuan melalui sistem 0SS
2. |Melakukan verfikasi, memberikan \ b 4
persetujuan jika dokumen lengkap T Tidak / Ya Berkas permohonan terterima o
dan benar dan dikembalikan jika \ melalui sistem OSS 1Jam  [Berkas permohonan terverifikasi
belum lengkap dan belum benar
3. |Mempelajari hasil verifikasi dan 1. Kerangka Acuan Kerja
menetapkan persiapan pelaksanaan ) 2. Rancangan SPT
survey selanjutnya menyampaikan 3. Kertas Kerja Survei
hasilnya kepada Koordinator Tidak Berkas permohonan terverifikasi 1 Hari s Berkas permohonan
" terverifikasi
5. Dokumen pendukung lainnya
4. |Menguiji dan mempelajari berkas 1. Kerangka Acuan Kerja
persiapan pelaksanaan survey 2. Rancangan SPT
apabila sesuai, survey dapat /\ 3. Kertas Kerja Survei Dukungan administrasi dan
dllaks_anakan jika kele.zngkap.an . = 4. Berkas permohonan 2 Jam |perlengkapan survey Ieng!(ap
survei telah terpenuhi, apabila tidak Tidak terverifikasi (termasuk pelaksanaan briefing)
maka survey ditunda o Ya 5. Dokumen pendukung lainnya
5. |Pelaksanaan survei, apabila hasil
survei sesuai antara dokumen Ya Duk dmin g
pendukung dan keadaan di \/ AICHGNNT SHTRAMEr RS ) . |Berita acara hasil survey berserta
lapangan, maka akan diteruskan ke perlengkapan survey lengkap 2 Hari lampiran teknis pendukung
Koordinator, jika tidak sesuai, maka (termasuk pelaksanaan briefing)
akan dikembalikan kepada
6. |Mempelajari dan memutuskan i i
kel:::!kar}'la penerbitan BP-UMKU \ Berita acara hasil survey berserta i Jam g;r;:;f:;:;;" ds:;r:rey
lampiran teknis pendukung penetapan Izin
7. |Memberikan Notifikasi Persetujuan Berita acara Hasil survey disetujui
sebagai dasar penetapan PB- 1 Hari |PB-UMKU Ditetapkan
UMKU
8. |Menerime PB-UMKU C e | PB-UMKU ditetapkan NA  |PB-UMKU Diterima




NOMOR SOP SOP-C-01
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (MSEEEE R
NAMA SOP Izin Pendirian Sekolah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia |1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubiik Indonesia Nomor 36|2- Memahami tentang proses pengurusan zin

Tahun 2014 tentang 'Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan|3. Mampu berkomunikasi dengan baik

Pendidikan Dasar dan Menengah 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84|5- Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN
Apabila proses layanan Izin Pendirian Sekolah tidak dilaksanakan dengan baik
maka proses lzin Pendirian Sekolah tidak dapat diterbitkan sesuai standar
pelayanan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Surat Rekomendasi




SOP lzin Pendirian Sekolah

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Tien Tak
Pemohon Front Office (FO) Bac(kag;‘ﬁce Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas I":"arkai:u Kelengkapan Waktu Qutput
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office —CD berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika Y
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak / berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
pemohon \
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload
3 dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas i
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas Hf_‘ berkas permohonan 15 menit ;b:;ktaaang:rtr:ﬁr:anan. daftar cekiiet
permohonan ke BO | S |
berkas permohonan, daftar ceklist, berkas permohonan, daftar ceklist,
5 |Membust surat Pengantar Berkas | L-—l tanda terima dan data teknis Tdam | nda terima dan data teknis

berkas permohonan, daftar ceklist,

Surat Pengantar 1Jam  |Tanda Terima

6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis | L}

i ek
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) i) _J Rapat Permohonan dan Notulen 3hari  |rekomendasi
I_l 3
L 4
8 :::::er: ar:ikomenchsl. dan meneliti hasil \ Tidak Sesual rekbmandaal teis  Nrekoraridast
Besuai oo g

Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian ataul "
9 penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi

Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima
10 atau ditolak) Keabsahan data 1 hari 1zin atau surat penolakan

Pencetakan |zin atau Surat Penclakan melalui i
1 aplikasi sicantik 1zin 1 Jam Izin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan |zin/Surat penolakan kepada FO E 1zin 10 Menit  |lzin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat

> . |lzin atau surat penolakan dan
13 lp::olakan ke pemohon dengan membuat tanda I “JI"; Izin atau surat penolakan 10Menk |, ida terima
ma.

14 Menerima izin atau surat penolakan dan Izin atau surat penolakan dan tanda 10 Menit |izin atau surat penolakan

menandatangani bukti tanda terima

terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-02
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAl
NAMA SOP Izin Operasional Sekolah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 tentang 'Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 080/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah

7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Intemet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Operasional Sekolah tidak dilaksanakan dengan baik
maka proses lzin Operasional Sekolah tidak dapat diterbitkan sesuai standar
pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Izin Operasional Sekolah

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back O Tim Tekni
Pemohon Front Office (FO) .c(BO) e Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas ': er:nit . Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office I"’( ! berkas permohonan 10 Menit  [Berkas permohonan
[
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika y
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke dak > berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
pemohon \
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload 3
3 dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK | berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas 1 berkas permahonan 15 menit berkas permochonan, dafiar ceklist
dan tanda terima
permohonan ke BO | J
M y berkas permohonan, daftar ceklist, |berkas permohonan, daftar ceklist,
b ust sirat Penganter Berkas | tanda terima dan data teknis 1.dam tanda terima dan dala teknis
. l | berkas permohonan, daftar ceklist, 2
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis T Surat Pengantar 1 Jam Tanda Terima
E
|
E Berkas Permohonan dan Notulen
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) [ | I Rapat 3 hari rekomendasi
1
’ Iﬂ\
b 4
Tidak Ses
8 [Menerima rekomendasi, dan menelit hasil rekomendasi \ b rekomendasi 1 Jam rekomendasi
Besual ie——
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau "
b} penolakan kin sesusi rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1Jam  |keabsahan rekomendasi
10 dP::I:':pan Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau I I ouTadlian daia 1 hari ek b Wikt peiolalka
Pencetakan lzin atau Surat Penolakan melalui aplikasi - . .
1" sicantik | | Izin 1 Jam Izin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan lzin/Surat penolakan kepada FO I I Izin 10 Menit  |lzin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat 8 . |lzin atau surat penolakan dan tanda
13 penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima. | * Izin atau surst penciskan 10 Menit terima
14 Menerima izin atau surat penolakan dan Izin atau surat penolakan dan tanda 10 Menit  |izin atau surat panolakan

menandatangani bukti tanda terima

~

terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-03
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN ¢ 1 Juni 2024

BUPATAGAM,

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PISEHIKAN QLER
ANDRI'WARM
NAMA SOP Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

. Keppres No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus
dan’Lembaga Pelatihan Kerja

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

. Permendiknas No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tatakerja Direktorat Pendidikan

Luar Sekolah

. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal

. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Satndar Sarana dan
Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan

. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.  Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tidak dilaksanakan
dengan baik maka proses lzin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

Surat Rekomendasi




SOP lzin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemohon | Front Office (FO) B"("Bg‘)““ Koominator | KooTdinator| Kepala Dinas "';.‘ T"“:" Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office —,‘ } berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
JFJ
7
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Tidak / :
2 akan diproses jika tdak dikembalikan ke pemohon \ berkas permohonan 15 menit  |berkas parmohonan
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 persyaratan ke Aplkasi SICANTIK berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada J—JH " berkas permohonan, daftar
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO | | % parmohonen 15 menit ceklist dan tanda terima
berkas permohonan, daftar
berkas permohonan, daftar ceklist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas | L| Saricha. oriia: s duts talovie 1 Jam ::l;ﬂs;':;d: terima dan
\H
berkas permohonan, daftar ceklist,
8 |[Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis | [ Surat Pengantar 1 Jam Tanda Terima
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) Iﬁ,—“j ::::: Permohonan dan Notulen 3 hari reksetidedl
Tidak Sesugi
8 |Menerima rekomendasi, dan menelii hasil rekomendasi \ ks o rekomendasi 1Jam rekomendasi
Sesual | ———f
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau
9 |penclakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
10 :::::p“ Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau Ej Keabsahan data 1 hari |zin atau surat penolakan
Pencetakan Izin atau Surat Penclakan melalui apiikasi | .
1 sicantik I 1zin 1Jam |zin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan IziSurat penolakan kepada FO ’:‘ | Izin 10 Menit  |Izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan| |zin atau surat penolakan
» ke pemohon dengan membuat tanda terima. | | I2in atau surat penclakan 10 Menit dan tanda terima
Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani Izin atau surat penolakan dan tanda "
14 bukti tanda terima torima 10 Menit  |Izin atau surat penclakan




WoWew . NOMOR SOP SOP-C-04

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024

REVISI 100

TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH . 5 Y w
WARM
NAMA SOP Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
DASAR HUKUM |KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

3. Keppres No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus
dan’Lembaga Pelatihan Kerja

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang|5- Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur,
Administrasi Pemerintahan
6. Permendiknas No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tatakerja Direktorat]
Pendidikan Luar Sekolah
7. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal
8. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Satndar Sarana
dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses |zin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LKP) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Back Office @ Tim Teknis
Pemohon Front Office (FO) (80) Sub F Kepala Dinas Terkait Kelengkapan Waktu Qutput
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ? ( r} |berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permchonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika Y
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidek / berkas permohonan 15 menit  |berkas permohanan
pemohon \
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload A
3 |dokumen persyaratan ke Apikasi SICANTIK DeriasReImaionan TJam  [berias permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas \H =
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas [ berkas permohonan 15 menit ::;::ts d::’::::;n; ':m‘: :ﬁr
permaohonan ke BO | I
berkas permohonan, daftar
berkas permohonan, daftar ceklist, ; ;
5 |Membuat surat Pengantar Berkas E[—I varicie terime: cian date teleriie 1 Jam ;::p:dr:: tanda terima dan data
: : 1 berkas permahonan, daftar cekdist,
6 |Menyerahkan berkas permahonan ke Tim Teknis | I Surat Pengaritar 1Jam [Tanda Terima
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) | Berkas Permohanan dan Notulen Rapat 3hari  |rekomendasi
1\
i i Tidak Sesual
8 Menerima rekomendasl‘ dan meneliti hasil u e A R cakomeHdaEl
rekomendasi
iy m———
Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian atau ; | ;
9 penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima
10 atau ditolak) Keabsahan data 1 hari 1zin atau surat penolakan
Pencetakan Izin atau Surat Penolakan melalui i
H aplikasi sicantik I Izin 1Jam  |lzin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan izin/Surat penolakan kepada FO I lzin 10 Menit  |Izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat
13 |penolakan ke pemohon dengan membuat tanda £ 1zin atau surat penolakan 10 Menit Izin atau surat penolakan dan
| tanda terima
terima.
14 Menerima izin atau surat penolakan dan = Izin atau surat penolakan dan tanda 10 Menit |izin atau surat penolakan

menandatangani bukti tanda terima

terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-05
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100

TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

BUPATI AGAM,

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1-
2.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4, Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses lzin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat
(TBM) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemohon Front Office (FO) !“(ks g""" Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas T':‘J::"‘ Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ( r} berkas permohonan 10 Menit Berkas permohonan
A
§
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika bk
2 |iengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemahon Pl berias permehonan 15menk  [barkae permohonan
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 aratan ke Apliasi SCANTIK berkas permohonan 1.Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada |"'J L| berkas permohonan, daftar ceklist dan
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO ] | berkas pet ol 13 mentt tanda terima
A 4 berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist, tanda
5 Memiat Suist Sangdrtar Bericls | terima dan data teknis T terima dan data teknis
Y
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis | g‘:"ms petriohcnan, defar oeldet, Suest 1 Jam Tanda Terima
| J ngantar
N
7 |Membusat rekomendasi (diterima atau ditofak) [ Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
L \
Tidak Sesuai
B8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi = rekomendasi 1 Jam rekomendasi
Besual | m—
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau ; .
9 ke izin sesual rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1Jam keabsahan rekomendasi
10 i:o‘":'lgp"" Rr e a phloas Sica it (kerima atalf Ej Keabsahan data 1 hari fzin atau surat penolakan
Pencetakan lzin atau Surat Penolakan melalui aplikasi
1 sicantik I | 4 izin 1Jam \zin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO | | Izin 10 Menit |zin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat [ L. .
13 penolakan ke pemohon dengan bust tanda terima. I Izin atau surat penolakan 10 Menit |zin atau surat penolakan dan tanda terima
14 |Menerima izin atau surat penctakan dan menandatangand fzin atau surat penolakan dan tanda terima 10Ment  |Izin atau surat penolakan

bukti tanda terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-08
TGL. PEMBUATAN - 25 Mel 2024
REVISI 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH AX .,
[ &Y
ANDRI WARM

NAMA SOP Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses lzin Operasional Taman Bacaan Masyarakat
(TBM) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur
Pemohon FrontOffice (Fo) | 23<KOfMce | o b Koordinator | Koordinator | KepalaDinas | 1M Teknis Kelengkapan Waktu Output
(BO) Terkait
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office berkas permohonan 10 Menit Berkas permohonan
Y
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika Tidek
2 liengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohon F / berkas permohonan 15 menit berkas permohonan
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 persyaratan ke Apiikasi SICANTIK berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada HLI berkas permohonan, daftar ceklist dan
4 |pemohon serta memberikan berkas permononan ke BO 1 [ betke permehonan 15 menit o nda terima
3 berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist, tanda
5 |Membuat surat Pengantar Berkas E"j terima dan data teknis 1dam terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis I || mr::r ohorsan, daftar cokil. Surat 1 Jam Tanda Terima
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) [ Berkas Permohenan dan Notulen Rapat 3 har rekomendasi
1
!\
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi d rekomendasi 1 .Jam rekomendasi
P =
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau ;
9 penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1Jam keabsahan rekomendasi
\
B bl S N
10 dmmn Izin melalul aplikasi Sioantik (dterima atau E j Keabsahan data 1 heri Izin atau surat penolakan
Pencetakan |zin atau S P i | L
1 sz:rmka n |zin atau Surat Penolakan melalui aplikasi zn 1 Jam |2in atau surat wan
4
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO I |zin 10 Menit Izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat | 1 i i
13 penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima. I |zin atau surat penolakan 10 Menit |zin atau surat penolakan dan tanda terima
Mi ima izin I i
14 enerima izin atau surat penolakan dan menandatangani 1zin atau surat penolakan dan tanda terima 10 Menit 1zin atau surat penolakan

DUkt tanda terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-07

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN + 1 Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.
2;

3.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

|KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

|PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses lzin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Izin Pendirian Pusat Keglatan Belajar Masyarakat (PKBM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Tin T
Pemohon Front Office (FO) ln:‘l'oi ’"I: ® | subk dinat Kepala Dinas T I""“’ Kelengkapan Waktu Qutput

1 Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office : ( r_/ berkas permohonan 10 Ment |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Tidak /
2 |akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohon bericas permahanan 15 ment  |berkas permahonan

N
Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen Y

3 persyaratan ke Aplkasi SICANTIK I | berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
E

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada L| berkas permohanan, daftar ceklist dan

4 | pemonon serta memberikan berkas permohanan ke BO l [ berias permahonan 15ment  |onda terima
berkas permohonan, daftar cekhst, tanda berkas permohonan, daftar cekist,
8 [Membustsuest Pengancer Beries | | terima dan data teknis 1J8m  lianda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis I | o ";:  DaCanen. dafer ek, Buiret tJam  |Tanda Terima
N
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) — : Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
L 4
8 Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi \ rekomendasi 1.Jam rekomendasi
I

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau

9 periolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
h

10 |Penetapan izin melalul aplikasi Sicantik (dterima atau ditolak) | I Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
11 |Pencetakan Izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi sicantik| | l: [F4] 1 .Jam 1zin atau surat penclakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO E \zin 10 Menit \zin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penclakan [ 1zin atau surat penofakan dan tanda
13 ke pemohon dengan membuat tanda terima g 1zin atau surat penolakan 10Ment | oima

Meneri
14 TR 230 alau Ukt penolelcan dan menandetengan Izin atau surat penolakan dan tanda terima 10Ment  |lzin atau surat penclakan

bukti tanda terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-08

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

BUPATI AGAM,

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

|DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.
2.

3.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

|KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses lzin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar,
Masyarakat (PKBM) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Sub
Pemohon Front Office (FO) B":‘.g;““ Koordinator | KooTdinator | Kepala Dinas '"';‘,'.I;:i't"’ Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office » C ._/ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Ticksk / berkas permohonan 15 menit  |berkas permohonan
pemohan
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload
3 | dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohonan 1Jam  |berkas permohonan
4 Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada H’—| verkas cermohonan 14 berkas permohonan, daftar ceklist
pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 | P 3T |dan tarda terima
berkas permohonan, daftar ceklist, berkas permohonan, daftar ceklist
t Penganta T ! H ‘
§ |Membuat strat Pengantar Barkas I - tanda terima dan data teknis 148M i a nda terima dan data teknis
‘Ll
berkas permoh
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis { I Surat Pgengam;nan‘ ctaroakhe; 1Jam |Tanda Terima
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) — g:’;“‘f PSHTCKIGHRYCR hiotted 3hari  |rekomendasi
¥
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi Tidak Sesual rekomendasi 2Jam  |rekomendasi
Besial |——
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau . .
e penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis — rekomendasi 1Jam  |keabsahan rekemendasi
Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau
19 dntolak)m " ¢ E I Keabsahan data 1har  |lzin atau surat perolakan
1 Pencetakan Izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi | le "
sicantik i zin 1 Jam |zin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan lzin/Surat penolakan kepada FO E lzin 10 Menit  |lzin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat 1zin atau surat penolakan dan
™ penolakan ke pemohaon dengan membuat tanda terima, l I Ik ted suret paoiaka 10.Merk tanda terima
Menerima izin atau surat penclakan dan menandatangani Izin atau surat penolakan dan tanda )
14 |oukti tanda terima ( Je e 10 Menit |izin atau surat penolakan




NOMOR SOP SOP-C-09
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI ;00
TGL. PENGESAHAN -1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -

DRI WARMAN
NAMA SOP Izin Pemakaian Aset Daerah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

4. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

[PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Pemakaian Aset Daerah tidak dilaksanakan dengan baik
maka proses lzin Pemakaian Aset Daerah tidak dapat diterbitkan sesuai standar
pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Izin Pemakaian Aset Daerah

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemohon Front Office (FO) ""(".g',"“ Sub Keordinator | Koordinator | Kepala Dinas "'.;' Tekniy Kelengkapan Waktu output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office —C\r/ berkas permohonan 10 Ment  |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika b 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak / berkas permohanan 15ment |berkas permohonan

pemohon \

i Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload h
3 men persyaratan ke Apikasi SICANTIK E : ] berkas permohonan 15ment |berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada |""'! L—l berkas permohonan, daftar ceklist
4 pemohon serta memberikan berkas permohaonan ke BO 1 I barkas P ey 10 Merk dan tanda terma

berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,

8 [Memiusteon’ Rengence e | ] terima dan data teknis Tdam i nda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis | !1 :nne;:n?::rnomnan. dafur.oskist, Slat 1.Jam Tanda Terima

Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) dan
7 |menyerahkan ke FO | I Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 2 hari rekomendasi

Menerima SKRD, dan Rekomendas|, Jika diterima A ik G

memberitahu kepada pemohon untuk membayar SKRD, K SIS
8 |lika ditolak dibuat surat penolakan dan diserahkan ke BO d Fename ! & dam e !

untuk diperiksa
9 Isl:::;‘yar SKRD KE bank, dan Mengupload ke Aplikasi e " o Ldbaaln koS "

y
10 ::o"::"'" KON g Al SHCAr Dl (o118 S —= I Keabsahan data 2Jem  |izin atau surat penolakan
v

. .Pemqtalmn Izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi | | \zin 1 o Izin atau surat penolakan

sicantik
12 |Menyerahkan |zin/Surat penolakan kepada FO | ] 1zin 10 Ment  |1zin atau surat penolakan
13 Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat iy in surst pencisian 10 Menit Izin atau surat penolakan dan tanda

penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima

1

terima

Menerima [zin atau surat penolakan dan menandatangani
buikti tanda terima

1zin atau surat penolakan dan tanda terima

10 Mentit

1zin atau surat penolakan




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-10
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH
L
L

D

NAMA SOP Izin Penyewaan Alat Berat

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

4. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Intemet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Penyewaan Alat Berat tidak dilaksanakan dengan baik
maka proses lzin Penyewaan Alat Berat tidak dapat diterbitkan sesuai standar
pelayanan

1. Surat Rekomendasi i




SOP Izin Penyewaan Alat Berat

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur
Pemohon Front Office (FO) "‘('l"g)"'“ Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas "'1',‘ T,"":" Kelengkapan Waktu output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ' C T'J |berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tickak berkas permohonan 15ment |berkas permohonan
pemohon
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload 1
3 dokumen persyaratan ke A i SICANTIK berkas permohonan Sment |berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada |—JL"| berkas permohonan, daftar ceklist
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO ] | erkas permohonen 10 M dan tanda terima
berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas ‘ ] terima dan data teknis T8M - landa terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis | II ‘:;k;:r:::mmmn' SATBtouN, St 1Jam Tanda Terima
Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) dan IJ .
7 menyerahkan ke FO I Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 2 hari rekomendasi
Menerima SKRD, dan Rekomendasi, Jika diterima 4 .
memberitahu kepada pemohon untuk membayar SKRD, ak Sesual :
8 Hh ditolak dibuat surat penolakan dan diserahkan ke BO rolome ' 2am feieone i
untuk dipernksa 3
g :;nf:;yar SKRD KE bank, dan Mengupload ke Apiikasi rakome | pT-— sabashan reome J
y
10 ::;:1:)9." T AN S piad) Shaniic (e atiu ! | Keabsahan data 2 Jam |zin atau surat penolakan
v
1 P_amehkan 1zin atau Surat Penolakan melalui aplikasi | I \zin 1 Jam \zin atau surat penoiakan
sicantik
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO | | lzin 10 Menit  |izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat 1zin atau surat penolakan dan tanda
< 1
13 | penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima. | I € 0 StAU St enolelaas OMent | rima
Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani i
14 bukti tanda terima 1zin atau surat penolakan dan tanda terima | 10 Menit  |1zin atau surat penclakan




NOMOR SOP SOP-C-11
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN -1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATA AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHICAN OLEH
NAMA SOP Izin Penelitian
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat
Keterangan Penelitian

2. Peraturan Mendagri Rl Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
3. Mampu berkomunikasi dengan baik

5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Penelitian tidak dilaksanakan dengan baik maka proses |zin
|Penelitian tidak dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Izin Penelitian

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Front O
Pemohon m?ro;ﬂ“ B"’("Bg;"“ Sub Koordinator | Koordinator |Kepala Dinas T";‘e:::" Kelengkapan | Waktu Output
Menyerahkan berkas permohonan ke Front _,,( \ ., |Berkas
1 Office :_J_ berkas permohonan| 10 Menit permohonan
y
Menerima dan memeriksa berkas Tidak / —
2 |persyaratan. Jika lengkap akan diproses \ berkas permohonan| 20 menit . ash
jika tidak dikembalikan ke pemohon permohonan
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, Bk
3 |upload dokumen persyaratan ke Aplikasi berkas permohonan| 1 Jam b
SICANTIK L permohonan
Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik Izin atau surat
. (diterima atau ditolak) l taabanhus dute ibam penolakan
r—,..._—...l
5 Pencetakan lzin atau Surat Penolakan il { dafi 1zin atau surat
melalui aplikasi sicantik penclakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin b t 1zin atau surat
6 |atau surat penolakan ke pemohon dengan € zerr:.:::a:ura 10 Menit |penolakan dan
membuat tanda terima. P tanda terima
7 [Menerima izin atau surat penolakan dan @ kzin altaku suc;at 10 Menit |'2in atau surat
menandatangani bukti tanda terima PR PR el penolakan

tanda terima




NOMOR SOP SOP-C-12
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATWRAGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISRHIGAH OLER
ANDRT WARMAN
NAMA SOP Izin Pendirian Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ‘
3. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan 3. Mampu berkomunika;sr dengan bak
Sumbangan 4. Mampu. m.engoperaa.k?n.Komputer terutz‘ama Ms.Office
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 5. Memilid sikap yang disiplin, tegas dan tell
Sosial
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau
Barang
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasionarj
Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Pendirian Uang dan Barang (PUB) tidak dilaksanakan
dengan baik maka proses Izin Pendirian Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) tidak
dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Izin Pendirian Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

bukti tanda terima

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back Office Sub Tim Teknis
Pemohon Front Office (FO) (80) K - Koordinator | Kepala Dinas Terkait Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permchonan ke Front Office ' C:‘rj berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
b 4

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Tickk

2 akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohon <> berkas permohonan 15 mentt |berkas permohonan
Ya

Mengagendakan berkas persyaratan (zin, upload dokumen
3 persyaratan ke Aplikasi SICANTIK | l berkas permohanan 1Jam  |berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada |—1L—| berkas permohanan, daftar cekdist
3 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 I etioag permohansn 30 Mank dan tanda terima

berkas permohonan, daftar cekiist, tanda berkas permohonan, daftar cekdist,
5 [Membustuurat Penganay: Beries | us terima dan data teknis TJam  ianda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknie l I! ;‘;"‘n;:n: chonen, aftar celdist, BUrst | 4 jam  [Tanda Terma
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) [ Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
1
Tidak Sesual
8 |[Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi \ . rekomendas| 2 Jam rekomendasi
Besuai e

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau ;
# penclakan izin sesual rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1Jam  |keabsahan rekomendasi
10 |Penetapan |zin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau ditolak) I | Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan

Pencetakan 1zin atau Surat Penolakan melalul aplikasi .
1 sicantik | Y 1zin 1 Jam 1zin atau surat penolakan

X

12 |Menyerahkan izin/Surat penclakan kepada FO I I izin 10 Mentt  |Izin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan A |zin atau surat penolakan dan
3 ke pemchon dengan membuat tanda terima. | ' Izin atau surat penclakan 10 Ment |, nda tenma
14 Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani 1zin atau surat penclakan dan tanda 10 Ment |izin atau surat penolakan




NOMOR SOP SOP-C-13
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEALISAN OLEN
NAMA SOP Surat lzin . 0;_wras_ional (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)
DASAR HUKUM | KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik g :emahabm:‘:entaniprgzes W"%‘;ESQ" Izin
) . Mampu berkomunikasi dengan
3. Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms Office
4. Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 2014 temang Perubahan Atas Undang- 5. Memiliki sikap yang dIS|pItn, tegas dan teliti

Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang Yayasan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Menteri Sosial Rl No. 184/HUK/2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan
Sosial
7. Peraturan Mendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24),
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Intemnet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Operasional (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS)/Organisasi Sosial (Orsos) tidak dilaksanakan dengan baik maka proses Izin
Operasional (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)
tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi b




SOP Surat Izin Operasional (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)

PELAKSANA Mutu Baku
No Uralan Prosedur &
Pemohon Front Office (FO) "‘(:g""“ Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas | T T"‘;" Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office J berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan
y
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Tidsk
B | gt e el ccarNSar o pasichon < berkas permahonan 15mentt |berkas permohanan
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan (zin, upioad dokumen 3
3 persyaratan ke Apikasi SICANTIK |: berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
Mencetak dan memnberikan tanda terima berkas kepada r—"-—l berkas permohonan, daftar ceklist
# pemoahon serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 I berkes permohonan 10 Menk dan tanda terima
berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas E[_l terima dan data teknis TJam  |ianda terima dan date teknis
o berkas permohonan, daftar ceidist, Surat
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis | Pengantar ! ! 1 Jam Tanda Terima
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) [| Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 han rekomendasi
b 4
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi \ TRIG St rekomendasi 2 Jam rekomendasi
Eesuai O
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau
9 penolakan izin sesuai rekomendas| OPD Teknis rekomendas| 1Jam keabsahan rekomendasi
10 |Penetapen Izin melalui apiikasi Sicantik (diterima atau ditolak) I Keabsahan data 1 hari 1zin atau surat penclakan
Pencetakan |zin atau Surat Penolakan meialui aplikasi .
11 sicantik | LI_ 1zin 1 Jam |zin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO I l 1zin 10 Mentt  |lzin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan . |zin atau surat penolakan dan tanda
13 |e pemahon dengan membuat tanda terima I Lr izin atau surat penolakan 10Ment | orima
Menerima (zin atau surat penolakan dan menandatangani .
14 bukti tanda terima ( )- |zin atau surat penolekan dan tanda terima 10 Menit  |Izin atau surat penclakan




NOMOR SOP SOP-C-14
TGL. PEMBUATAN 1 25 Mei 2024
REVISI .00
TGL. PENGESAHAN 11 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DISAHKAN OLEH q
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU e
DRI WARMAN
NAMA SOP Surat Izin Operasional (SIOP) Panti Asuhan
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-undang Rl Nomor 11 tahun 2009 tantang Kesejahteraan

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang RI Nemor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

4. Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Rl Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 fentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

6. Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga
Kesejahteraan Sosial

7. Peraturan Mendagri Rl Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Surat |zin Operasional (SIOP) Panti Asuhan tidak dilaksanakan
dengan baik maka proses Surat Izin Operasional (SIOP) Panti Asuhan tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




Surat Izin Operasional (SIOP) Panti Asuhan

PELAKSANA Mutu Baku
No Uralan Prosedur .
Pemohon Front Office (FO) ""(“.g,"'“ Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas e Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office —QJ berkas permohonan 10 Menit Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Titlak /
2 |akan diproses jika tidak dikembalikan ke pernohon becicas permolionan Timenk  [berkss permohonan
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 persyaratan ke Apiikasi SICANTIK berkas permohonan 1Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada |—JL"| berkas permohonan, daftar cekist
4 |nemonhon serta memberikan berkas permohcnan ke BO | [ pesicas patmanonan 18 ment | fan tanda terima
L berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
5 [Membuat surst Pengantar Berkas | e terima den data teknis Tdam  lianda terima dan cata teknis
. 1 berka: h daftal
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis | F pang:n'{’:r"“" onan, dafiar cekdt, Surat 1Jam  |Tanda Terima
3y
7 |Membuat rekomendasi (ditenma atau ditolak) I Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
] h
¥
i g % Tidak Sesual ‘
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi rekomendasi 2 Jam rekomendasi
SEsual | ——
Menguiji dan mempelajan kelayakan pemberian atau N :
9 penolakan izin sesuai re ndasi OPD Teknis rekomendasi 1 hari keabsahan rekomendasi
k
10 |Penetapan lzin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau ditolak) I I Keabsahan data 1 hari |zin atau surat penolakan
11 |Pencetakan lzin atau Surat Penalakan melalul aplikasi sicantik] | [“ Izin 1 Jam |zin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan lzin/Surat penolakan kepada FO I 1zin 10 Menit |zin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan Izin atau surat penolakan dan tanda
13 |ve pemahon dengan membuat tanda terima. I* Izin atau suret penoiakan T0Ment  Lorima
Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani Izin atau surat penolakan dan tanda
4 |buitanda terime ( b n 10Ment |izin atau surat penolakan




NOMOR SOP SOP-C-15
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PHBBEIEREER 3 '
=
DRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan|2. Memahamitentang proses pengurusan lzin
Perizinanan Berusaha di Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan|4- Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Praktik Kedokteran 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Praktik Dokter/Dokter Spesialis tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat 1zin Praktik Dokter/Dokter Spesialis tidak dapat diterbitkan sesuai standar
pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
o Uraien Frossdue Pemohon Front Office (FO) B""('ég']"“ s""“‘;‘:"""“ Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 [Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office . C . berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan
h
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan, Jika d y
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidpk / berkas permohonan 15menit |berkas permohonan
pemohon ‘\
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada [_! t . |berkas permohonan, daftar ceklist
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO 1 Llli berkes:pe one 15 menikt dan tanda terima
5 [Memproses |zin melalui SiCantik ‘ L—II rekomendasi 1 hari Data Upload di SiCantik
L ;__l
6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik | [ rekomendasi 1 hari keabsahan data
" .
i i ; E A jika perbaikan, langsung
7 |Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian izin | Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dRakaican odit dats
3
8 |Persetujuan Izin Ej Surat Izin 2harl  [Surat Izin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin | I ;
9 Pertinggal Surat |zin 1Jam |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon ; :
9 dengan membuat tanda terima. [€ Surat |zin 10 Menit  |Surat Izin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima ( }.._ Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-16
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HIRAREAN DLEH -
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS]I PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
) 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan|s_pemiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

Perizinanan Berusaha di Daerah

Permenkes Nomor 45 Tahun 2017 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik
Psikolog Klinis

Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017,

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas|
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Praktik Psikolog Klinis tidak dilaksanakan dengan baik;
maka Surat |zin Praktik Psikolog Klinis tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan 1=




SOP lzin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK)
PELAKSANA Mutu Baku Keterangan

No Ursian Prosudur Pemohon Front Office (FO) m‘:g; on such;orrdlnlt Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office '( ‘r} berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika . v
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tick / berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan

pemohon \

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada rJ berkas permohonan, daftar ceklist

3 [pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO L—! berkas pe e 15 menit dan tanda terima
jj ===
4 |Memproses Izin melalui SiCantik I 'l rekomendasi 1 hari Data Upload di SiCantik
y
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik I | rekomendasi 1hari  |keabsahan data
y .

6 |Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian izin | Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan J'kzrm::d: d.g m' N
7 |Persetujuan Izin Ej Surat Izin 2hari  |Surat Izin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin
8 Pertinggal € Surat |zin 1 Jam Buku agenda dan Arsip

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon [ L : ;
9 dengan uat tanda terima. [€ Surat |zin 10 Menit  |Surat Izin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima ( >: Surat 1zin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




Perizinanan Berusaha di Daerah

Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keparawatan

Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar,
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

NOMOR SOP SOP-C-17
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN . 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ISAHKAN OLEH A ,
b
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Perawat (SIP-P)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. UU RI No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan|*: M@mpu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Praktik Perawat (SIP-P) tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat 1zin Praktik Perawat (SIP-P) tidak dapat diterbitkan sesuai
standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




Izin Praktik Perawat

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back O
Pemohon Front Office (FO) 80) °® | sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ' ( J berkas permohonan 10 Menit | Berkas permohonan
7
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan, Jika b
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke idak berkas permohonan 15menit  |berkas permohonan
pemohon \
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas |'JL'1 berkas permohonan 15 menit be:::ts dz:"r;zzn;:i‘ d:hr
permohonan ke BO 1 | ks m
4
4 |Memproses Izin mefalui SiCantik I rekomendasi 3Jam Data Upload di SiCantik
4
S |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik | rekomendasi 3 Jam keabsahan data
" _— T . ) i jika perbaikan, langsung
6 [Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat Izin
Menomeori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin L. : : :
8 Pertinggal I« Surat Izin 1S menit |Bukuagenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon ; : z
9 dengan membuat tanda terima. | Surat Izin 10 Menit  |Surat Izin
10 Menerima izin dan menandatangani buki tanda Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin

terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-18
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN .1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH
o

A | WARMAN

NAMA SOP Izin Praktik Bidan (SIP-B)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinanan Berusaha di Daerah

Permenkes RI No. 28 Tahun 2017 tentang lzin dan Penyelenggaraan

Praktik Bidan

Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Bidan (SIP-B) tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat Izin Praktik Bidan (SIP-B) tidak dapat diterbitkan sesuai
standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan -




SOP lzin Praktik Bidan

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ( r_/ berkas permohonan 10 Menit  [Berkas permohonan
[

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika b 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak / berkas permohonan 15Smenit |berkas permohonan

pemohon \

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas

3 |kepada pemohon serta memberikan berkas rJ'_L berkas permohonan 15 menit berk_as permohonan“ dafter
ceklist dan tanda terima

permohonan ke BO | |
4 |Memproses Izin melalui SiCantik l rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data

o G L i 2 Z jika perbaikan, langsung

6 [Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin [ Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat |zin
8 Menpmori Surat izin dan mengarsipkan Surat |zin Surat Izin 15ment |Buku agenda dan Arsip

Pertinggal I~

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke ; ) .
9 pemohon dengan membuat tanda terima. Bural brin 10Menit  [Surat izin
10 Menerima izin dan menandatangani bukti tanda Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin

terima




NOMOR SOP SOP-C-19
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI :
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATIAGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH
NAMA SOP Izin Praktik Apoteker (SIP-A)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.
2

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan  Pemerintah Rl  Nomor 6 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha di Daerah

Permenkes Rl Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Permenkes RI
No. 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan lIzin Kerja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standarl
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

SE Menkes RI Nomor HK 02.02/Menkes/24/2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Permenkes RI No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Permenkes RI No. 899 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan
Izin Kerja Kefarmasian

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

tentang

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktk Apoteker (SIP-A) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Apoteker (SIP-A) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti




SOP Izin Praktik Apoteker

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur .
Pemohon Front Office (FO) B“’(Bg}"'“ Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menyerahkan berkas permohonan ke Front r—)C\ .
1 Office ‘r/ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. ) y
2 |Jika lengkap akan diproses jika tidak Tidgk berkas permohonan 15menit |berkas permohonan
dikembalikan ke pemohon \
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
3 |kepada pemohaon serta memberikan berkas L—L berkas permohonan 15 menit be::.:? d':?;mn; rrii,':‘i:ftar
permohonan ke BO 1 [ i
4 |Memproses |zin melalui SiCantik | rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 [Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian ; - : jika perbaikan, langsung
6 izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edi data
7 |Persetujuan Izin Surat |zin 1 hari Surat Izin
8 glenpmon Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin Surat zin 15ment  |Buku agenda dan Arsip
ertinggal
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke : ; y
s pemohon dengan membuat tanda terima. Surat tzin 10Menit  |Surat lzin
1o [Menerma izin dan menandatangen buldi tanda Surat Izin dan tanda terima 10Menit  |Surat izin

terima




NOMOR SOP SOP-C-20
TGL. PEMBUATAN . 25 Mei 2024
REVISI . 00
TGL. PENGESAHAN : 1Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RISOHIAN L
[
ANDRI WARMA
NAMA SOP 1zin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.
2

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinanan Berusaha di Daerah

Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2016, tentang Perubahan Permenkes R| No. 889
Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Kefarmasian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

SE Menkes Rl Nomor HK 02.02/Menkes/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Permenkes RI No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes Rl No. 899
Tahun 2011 tentang Registrasi, lzin Praktik dan Izin Kerja Kefarmasian

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK) tidak
dilaksanakan dengan baik maka Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-
TTK) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Frosedur Pemohon Front Office (FO) Bm(kagi)‘ﬂce SubKoordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ’ C F‘J berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika : b
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak / berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
pemohon \
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada ’Jf .. |berkas permohonan, daftar ceklist
# * [pemohon serta memberikan berkas permohonan ke 80 I = berkas permohonan IS menit | an tanda terima
5 [Memproses Izin melalui SiCantik I IL rekomendasi 1 hari Data Upload di SiCantik
y
6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 1 hari keabsahan data
7 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin L—l Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan Jika perbaikan, langsung
) ¥ pel dilakukan edit data
8 |Persetujuan Izin E l Surat Izin 2hari  |Surat lzin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin | I
9 Pertinggal [ Surat Izin 1 Jam Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon .
9 dengan wat tanda terima. [ Surat Izin 10 Menit  |Surat I1zin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima ( }- Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  (Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-21
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN .1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU FISRAN CLEH "
-
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIK-TS)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.
2.

o s

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinanan Berusaha di Daerah

Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Tanaga Sanitarian

Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIK-TS) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIK-TS) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan i-




SOP lzin Praktik Tenaga Sanitarian

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ( -i_} berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika y
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak / > berkas permohonan 15menit |berkas permohonan
pemohon \
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas b
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit be;lr_a? :8";":"?";": dafier
permohonan ke BO ceklist dan a terima
4 |Memproses Izin melalui SiCantik rekomendasi 3.Jam Data Upload di SiCantik
y
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3Jam keabsahan data
' - s . s . 3 jika perbaikan, langsung
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin I Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan lzin Surat Izin 1 hari Surat lzin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin I ; )
8 Pertinggal < Surat |zin 15Smenit  |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke l l ¢ " . .
" pemohon dengan membuat tanda terima. Gurat tzin 10Menit  Surat izin
19 |Menerima izin dan menandatangeni buldi tanda Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin

terima




NOMOR SOP SOP-C-22
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PISAHEAN DEEH . "
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Daerah

Permenkes Rl Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP lzin Praktik Tenaga Gizi

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office . ( r/ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tickk / berkas permohonan 15mentt |berkas permohonan
pemohon \
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas I berkas permohonan 15 menit 2:;:‘: d‘:q";n;r;l::hr
permohonan ke BO 1 :
4 |Memproses Izin melalui SiCantik I rekomendasi 3Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan i perbelan, ngeung
dilakukan edit data
7 |Persetujuan lzin Surat 1zin 1 hari Surat |zin
8 Menpmcn Surt irin dan mengersiplan Surat tzin Surat |zin 15menit |Buku agenda dan Arsip
Pertinggal
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke . . )
¢ pemochon dengan membuat tanda terima. S i 10Menk  |Surat izin
so [Menarima ki den menandelngenl bl fende Surat Izin dan tandaterima | 10 Menit [Surat Izin

terima




NOMOR SOP SOP-C-23
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI .00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU MSARRANCLER "
-
ANDRIWAR
NAMA SOP Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1
2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

3. Permenkes Rl Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
3. Mampu berkomunikasi dengan baik

Praktik Fisioterapis 4, Mampu‘ mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
5. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F) tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat Izin Praktik Praktik Fisioterapis (SIP-F) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan :-




SOP lzin Praktik Fisioterapis

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ' ( J berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. v
2 |Jika lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan fidak / berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan

ke pemohon \

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas [ berkas permohonan 15 menit be:l(_a : d;;:‘n;txn;nfn:l:ﬂar

permohonan ke BO | ceklis! i
4 |Memproses Izin melalui SiCantik I rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik

Y

5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian 3 ) ; ; jika perbaikan, langsung
6 izin l Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan Izin | | [Surat Izin 1 hari Surat Izin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin Z ; )
8 Pertinggal Surat Izin 15 mentt  |Buku agenda dan Arsip

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke | ' ) ) s
9 pemohon dengan membuat tanda terima, Surat izin 10Menkt  |Surat izin
10 nerinva tzin dan menanduianganl buk tende Surat Izin dan tanda terima 10 Menit | Surat Izin

terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-24
TGL. PEMBUATAN 125 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH
¥ [

ANDRI WARMA

NAMA SOP Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP-OT)

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1
2.
3.

o

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinanan Berusaha di Daerah

Permenkes Rl Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
dan Praktik Okupasi Terapis

Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan telit

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP-OT) tidak dilaksanakan
dengan baik maka lzin Praktik Okupasi Terapis (SIP-OT) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. dokumen Persyaratan ‘-




SOP Izin Praktik Okupasi Terapis

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohanan ke Front Office berkas permohonan 10 Menit  (Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan,
2 |Jika lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan berkas permohonan 1Smenit |berkas permohonan
ke pemohon
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permochonan 15 menit berk_ae permohonan._ daftar
permohonan ke BO ceklist dan tanda terima
4 |Memproses Izin melalui SiCantik . ll rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 [Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3Jam keabsahan data
Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian } jika perbaikan,
6 iz;ng d s y o I Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan langsung dilakukan
edit data
7 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat 1zin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin 1 .
8 Pertinggal JAPNDY [€ Surat |zin 1Smenit |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke | | ¢ s : )
9 pemohon dengan membuat tanda terima. Surat izin 10Menit |Surat izin
10 Menerima izin dan menandatangani bukt tenda Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  [Surat |zin

terima




NOMOR SOP SOP-C-25
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN -1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ERCARSARQLER A u (0
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Terapis Wicara (SIP-TW)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS|I PELAKSANA

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Praktik Terapis Wicara

Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Intemet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Terapis Wicara (SIP-TW) tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIP-TW) tidak dapat diterbitkan sesuai
standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan ‘-




SOP Izin Praktik Terapis Wicara

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
ffice s
Pemohon Front Office (FO) B“‘kag' K oo:;:amr Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ( ‘r/ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika Tidak
2 |iengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohon < berkas permohonan 1Smenkt  berkas permohonan
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada I._iL_l berkas permohonan, daftar
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO -y backae pemohonan 16 Mank ceklist dan tanda terima
5 |Memproses Izin melalui SiCantik | Il rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
7 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan FG porbaloan, Igngsung
dilakukan edit data
8 |Persetujuan Izin l l Surat Izin 1 hari Surat Izin
ori Surat izin dan m: rsipkan Surat Izin
9 Menpm LR can menga sk e Surat Izin 15 menit  |Buku agenda dan Arsip
Pertinggal
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon 1. ) : :
9 dengan membuat tanda terima. € Surat |zin 10 Menit  |Surat Izin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima Surat 1zin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-26
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RV NERN OLEN
E=
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
3. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 103 Tahun 2014 tentang Kesehatan|3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Tradisional 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan|5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Perizinanan Berusaha di Daerah

5. Permenkes Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Akupuntur Terapis

6. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah

Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT) tidak dilaksanakan|1. dokumen Persyaratan L.
dengan baik maka Surat lzin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan




SOP lzin Praktik Akupuntur Terapis (SIP-AT)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ( 3 J berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika 7

2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke fidak / berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan
pemohon \

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas

3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit ::L;:: d?;zmn; ':I.'n?:ﬂar
permohonan ke BO

4 |Memproses lzin melalui SiCantik rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik

Y
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3Jam keabsahan data
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan Jeo partaalcan; langeung
dilakukan edit data

7 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat Izin
Menomeori Surat izin dan mengarsipkan Surat [zin . - .

8 Pertinggal Surat Izin 15 menit |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon ) y ’

9 dengan membuat tanda terima. € Surat lzin 10 Menit  |Surat Izin

10 [Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-27
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 00
TGL. PENGESAHAN :1Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RISARIAN QLB 2
End
ANDRI WARM
NAMA SOP Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PM)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.
2

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah

Permenkes Rl Nomor No 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan
perekam medis

Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Agam Tahun 2023 Nomor 24).

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Intemet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lIzin Praktik Perekam Medis (SIP-PM) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PM) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan i-




SOP Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Bac
Pemohon Front Office (FO) (kgg;ﬂ“ s"ch::'di"'t Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
1 [Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ’ ( :_j berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika ‘ y
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak berkas permohonan 1S menit |berkas permohonan
pemohon \
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas " b
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit berk_as permohonan,. daftar
permohonan ke BO ceklist dan tanda terima
4 [Memproses Izin melalui SiCantik rekomendasi 3Jam Data Upload di SiCantik
h 4
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3Jam keabsahan data
. . s 4 jika perbaikan,
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan langsung dilakukan edit
data
7 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat Izin
8 Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat 1zin o y ;
Pertinggal € urat 1zin 15 menit |Buku agenda dan Arsip
9 Memberitahukan dan menyerahkan izin ke ' ) ‘
pemchon dengan membuat tanda terima. e Surat Izin 10Menk  |Surat tzin
ima izin dan menandatangani bukti tanda
1 |IRmacka LN den menansatangan Dusdi Surat Izin dan tanda terima | 10 Menit |Surat Izin

terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-28

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI :00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH 3
. bt
DRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.
2.

3.

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan
Permenkes RI Nomor No 30 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik
Teknisi Kardiovaskuler

Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan -




SOP lzin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back
Pemohon Front Office (FO) (BOD l'“l : Sub Koordinator Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office 3 ( f_/ berkas permohonan 10 Menit  (Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke k berkas permohonan 1S mentt |berkas permohonan
pemohon
Y.
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas l : —_— okic o
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas — berkas permohonan 15 menit (a8 perm Pty o
ceklist dan tanda terima
permohonan ke BO I I
5 [Memproses |zin melalui SiCantik rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
. . R ) . ' jika perbaikan, langsung
7 |Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
8 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat |zin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin ) ) )
9 Pertinggal Surat |zin 15menit |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke : ? ;
9 pemohon dengan membuat tanda terima. | | : Ruret ke 10Menit  |Surat izin
10 Manarima iin dan mensndatsngan buid! tenda Surat |zin dan tanda terima 10 Menit  |Surat lzin

terima

A




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-29
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100

TGL. PENGESAHAN 11 Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI AGAM,

DISAHKAN OLEH

ANDRI WARMA

NAMA SOP

Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris (SIP-RO/SIP-0)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Permenkes RI Nomor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan|2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
Refraksionis Optisien dan Optometris 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24),
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4, Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lIzin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris (SIP-RO/SIP-Q) tidak
dilaksanakan dengan baik maka Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris (SIP-
RO/SIP-0) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP lzin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris (SIP-RO/SIP-0)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
Prosed Back Office .
No Ursian Prosadur Pemohon Front Office (FO) (kam Koof:;m' Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office C‘F_/ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika ‘ b 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak } / berkas permohonan 15 menit  |berkas permohonan
pemohon | \
: Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada .. |berkas permohonan, daftar
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO _Ir_! H berkas permohonan 18 menit ceklist dan tanda terima
5 |Memproses Izin melalui SiCantik | L_'I rekomendasi 3Jam |Data Upload di SiCantik
6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik L-[ rekomendasi 3Jam |keabsahan data
7 [Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin | Keabsahan data 1harl  |lanjut atau Perbaikan i'kz:ktg::hl;gn‘;um
8 |Persetujuan Izin Ej Surat lzin 1hari  |Surat Izin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin
9 Pertinggal 1 dan mengarsip I I: Surat Izin 15menit |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon
10 dengan membuat tanda terima. [ Surat lzin 10 Menit  |Surat Izin
11 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima Surat 1zin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-30
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN ;1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 ‘

e
ANDRI WARM
NAMA SOP Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP-TG)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Permenkes Rl Nomor Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan|2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
Teknisi Gigi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017|5- Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP-TG) tidak dilaksanakan dengan
baik maka Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP-TG) tidak dapat diterbitkan sesuai standar]
pelayanan

1. dokumen Persyaratan ‘-




SOP Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP-TG)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ( r} berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan, Jika v
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak / berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan

pemohon \

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas S, o
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas | berkas permohonan 15 menit | ;I‘r:ts dz:{:_l d:n: r:i'm:

permohonan ke BO | |°&

y
5 |Memproses Izin melalui SiCantik rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
6 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3Jam keabsahan data
L 2 jika perbaikan,
7 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan langsung dilakukan
edit data

8 |Persetujuan Izin Surat Izin 1 hari Surat zin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin ; ) .
9 Pertinggal Surat Izin 15 menit  [Buku agenda dan Arsip

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke ) )
9 pemohon dengan membuat tanda terima g Surat izin 10 Menit  |Surat lzin
1; [RSerim i clay menmncietangR buldl i Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  [Surat lzin

terima




NOMOR SOP SOP-C-31
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU EUSAHIAN DLES . .
[
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

2. UURI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan g pre r
3. Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik|>- Mampu berkomunikasi dengan baik
Penata Anestesi 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 5. Memiliki sikap yang disipiin, tegas dan teliti
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan i-




SOP lIzin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
. Uinine Frosasove Pemohon Front Office (FO) B"?;g;"‘" Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office 3 ( ) berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
3

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika ]
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak berkas permohonan 15menit |berkas permohonan

pemohon \

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas

3 |kepada pemohon serta memberikan berkas [—‘L'| berkas permohonan 15 menit bensas pa mohonan.‘ dedar
ceklist dan tanda terima
permohonan ke BO | B
R
4 |Memproses |zin melalui SiCantik I rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 [Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik |rekomendasi 3 Jam keabsahan data
i b : . ; i . jika perbaikan, langsung

6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin | Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan Izin I Surat |zin 1 hari Surat 1zin
8 Merpmon Surat izin den mengarsipkan Surat tzin Surat |zin 15 menit |Buku agenda dan Arsip

Pertinggal

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon | | . ) )
9 dengan membuat tanda terima. Surat |zin 10 Menit  |Surat Izin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima D Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-32
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LISAHRANOLEH :
L
ANDRIWAR
NAMA SOP Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-GM)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2. Permenkes RI Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Terapis Gigi dan Mulut

3. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
|PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-GM) tidak
dilaksanakan dengan baik maka Surat |zin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-GM)
tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan te




SOP |zin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-GM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 [Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ( J berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. ¥
2 |Jika lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan Tidak / berkas permohonan 15menit |berkas permohonan

ke pemohon

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas

Ya

berkas permohonan, daftar ceklist

3 |kepada pemohon serta memberikan berkas [ 1 berkas permohonan 15 menit dan tanda terima

permohonan ke BO | |
4 |Memproses Izin melalui SiCantik | rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik

N

5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian 3 K i ; g jika perbaikan, langsung
6 izin | Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan lzin Surat Izin 1 hari Surat lzin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin [ . ' .
8 Pertinggal F Surat Izin 15 menit |Buku agenda dan Arsip

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke | | ; ; ’
9 pemohon dengan membuat tanda terima. I S 2 10t [Sirstin
10 SR Sl S g ¥ inh i Surat |zin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin

terima




NOMOR SOP SOP-C-33
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WIRATRAN GEEH 3
DRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Radiografer (SIP-R)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1
2
3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
UU RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Permenkes Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjanaan
Radiografer

Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

-

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

[PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Praktik Radiografer (SIP-R) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Radiografer (SIP-R) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP lzin Praktik Radiografer (SIP-R)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 g;zy;erahkan berkas permohanan ke Front ( r} berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas : 4
2 |persyaratan. Jika lengkap akan diproses jika Ticpk / berkas permohonan 15menit |berkas permohonan
tidak dikembalikan ke pemohon \
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima
3 |berkas kepada pemohon serta memberikan [‘JLj berkas permchonan 15 menit berk_as permohonan,_ dafter
ceklist dan tanda terima
berkas permohonan ke BO 1 |
4 |Memproses |zin melalui SiCantik l rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 [Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
Menguji dan mempelajari kelayakan ¥ . : p jika perbaikan, langsung
6 pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan dilakukan edit data
7 |Persetujuan lzin Surat 1zin 1 hari Surat 1zin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat l_ 2 : :
8 \zin Pertinggal Surat 1zin 15menit |(Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke ) ’ )
" pemohon dengan membuat tanda terima. Siketn 10N | S0l B
10 Menerima (zin den menandetangani bukl Surat I1zin dan tanda terima 10 Menit  |Surat |zin

tanda terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-34

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH 3
; L
DRI WARMAN
NAMA SOP Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)

|DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2. UU RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

3. Permmenkes Nomor 45 Tahun 2015 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik
Elektromedik

4. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Praktik Praktik Elektromedis (SIP-E) tidak dilaksanakan
dengan baik maka Surat Izin Praktik Praktik Elektromedis (SIP-E) tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan -




SOP lzin Praktik Elektromedis (SIP-E)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Back Off
Pemohon Front Office (FO) “(Bo) “® | sub Koordinator | Koordinator Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 [Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office . ( J berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
[

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika ) 4
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidpk / berkas permohonan 15menit |berkas permohcnan

pemohon \

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas
3 |kepada pemohen serta memberikan berkas berkas permchonan 15 menit :;::'s d;:rlgc:&c;n; i:_,n:!:ﬂar

permohonan ke BO | !

L
4 |Memproses lIzin melalui SiCantik | rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik | rekomendasi 3 Jam keabsahan data
6 |Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan hom pactasioen, e
dilakukan edit data
) ) ¥

7 |Persetujuan Izin | Surat Izin 1 hari Surat Izin
8 Men_omorl Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin |: Surat Izin 15ment  |Buku agenda dan Arsip

Pertinggal |

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke | L ; - i
R pemohon dengan membuat tanda terima. I~ Surat tzin 10Mank  [Surat lzin
10 Menerima izin dan menandatangani bukti tanda Surat Izin dan tanda terima 10 Menit | Surat Izin

terima




KABUPATEN AGAM

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-35
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

BUPATI AGAM,

DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ANDRI WARMA'
NAMA SOP Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

2. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan L .
3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahlilg pmampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Teknologi Medik 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Praktlk Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) tidak
dilaksanakan dengan baik maka Surat |zin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-
ATLM) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP lzin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office C:ﬁ_J berkas permohonan 10 Menitt |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika ) 3

2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak / berkas permohonan 15 menit  |berkas permohonan
pemohon \

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada . |berkas permohonan, daftar ceklist

3 |pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO IHLII Berkas penmationan 1S mentt | an tanda terima

4 |Memproses Izin melalui SiCantik l |l rekomendasi 3Jam Data Upload di SiCantik

5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik | L—ll rekomendasi 3Jam  |keabsahan data

N '

6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin | 1 Keabsahan data Thari  |lanjut atau Perbaikan j"‘zi’l’::‘:::::a'i’:’;gf:"g

7 |Persetujuan Izin E j Surat Izin 1harl  |Surat lzin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin : i ;

8 Pertinggal | ___["L Surat Izin 15 ment |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohen : .

9 dengan membuat tanda terima. [€ Surat Izin 10 Menit  |Surat 1zin

10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima ( >= Surat zin dan tanda terima 10 Menit  |Surat [zin




NOMOR SOP SOP-C-36
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH
Y
DRI WARMA
NAMA SOP Izin Praktik Ortotis Prostetik (SIP-OP) / Surat Izin Praktik Ortotis|
(SIP-0)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

. UU RINo.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

. Permenkes Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjanaan dan
Praktik Ortotik Prostetik

. Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Praktik Ortotis Prostetik (SIP-OP) / Surat |zin Praktik Ortotis
(SIP-O) tidak dilaksanakan dengan baik maka Surat Praktik Ortotis Prostetik (SIP-OP) /
Surat Izin Praktik Ortotis (SIP-O) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




SOP Surat Izin Praktik Ortotis Prostetik (SIP-OP) / Surat Izin Praktik Ortotis (SIP-O)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur
Back Sub i
Pemohon Front Office (FO) ac(Bgi)'ﬂce u Koc:rd e Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ( F_/ berkas permohonan 10 Menit  [Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika 7 y
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak / berkas permohaonan 15menit |berkas permohonan
pemohon \
X Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas berk ho dafta
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit cekli:is dp:n":; dantaar:i'm: g
permohonan ke BO
"
4 |Memproses lzin melalui SiCantik rekomendasi 3Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
y i ;
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan jukadg::‘lzk::‘;;:g:mg
) ) A 4
7 |Persetujuan lzin Surat lzin 1 hari Surat Izin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat |zin o ; ; i
8 Pertinggal e Surat Izin 15 menit |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon ) . .
9 datigen Tembunt tende: s, Surat |zin 10 Menit  |Suratlzin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Suratlzin

E 3




NOMOR SOP SOP-C-37

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RISAEIRSN ELER 4
£= g
RMAN
NAMA SOP Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIP-TKTJ)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS]I PELAKSANA

T

Peraturan Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang 'Percepatan Pelaksanaan
Berusaha

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017(3. Mampu berkomunikasi dengan baik
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
3. Permenkes No.24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek|S. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
4, Permenkes No. 0584/menkes/SK/VI/1995 tentang sentra pengembangan dan
penerapan pengobatan tradisional
5. Permenkes No.61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
Empiris
6. Kepmenkes Rl No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses layanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIP-TKTJ)|1. dokumen Persyaratan -

tidak dilaksanakan dengan baik maka Surat lzin Praktk Tenaga Kesehatan
Tradisional Jamu (SIP-TKTJ) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan




SOP Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIP-TKTJ)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office Sub ;
Pemohon Front Office (FO) (B0) Koordinator Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office i ( J berkas permohonan 10 Menit |Berkas permehonan
N

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika 5
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak / berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan

pemohon \

Ya

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada H . |berkas permohonan, daftar ceklist

3 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO ‘—j arias: perrohonen 15mant dan tanda terima
) RS
4 |Memproses |zin melalui SiCantik I LII rekomendasi 1 hari Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik I l_ll [rekomendasi 1 hari keabsahan data
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin | L—I Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan J'ki‘?l:lzz::‘: ';J:Zga:'m
¥

7 |Persetujuan Izin L-J Surat Izin 2 hari Surat 1zin
8 Manlomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin Surat Izin 1Jam  |Buku agenda dan Arsip

Pertinggal

Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon [ 1 . . .
9 dengan membuat tanda terima. [€ Surat lzin 10 Menit  [Surat Izin
10 |Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima ( )- JSumt Izin dan tanda terima 10 Menit  {Surat Izin




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-38
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH
[l

ANDRI WARMAN

NAMA SOP Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

Permenkes No. 0584/menkes/SK/V1/1995 tentang sentra pengembangan dan
penerapan pengobatan tradisional

Permenkes No.61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
Empiris

Kepmenkes Rl No.
Pengobatan Tradisional
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

1076/Menkes/SK/VI1/2003 tentang Penyelenggaraan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) ftidak
dilaksanakan dengan baik maka Surat Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan




Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

terima

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back &
Pemohon Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office C‘K_J berkas permohonan 10 Menit  (Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan, N
2 |Jika lengksp akan diproses jika tidak Tidak / berkas permohonan 15ment |berkas permohonan

dikembalikan ke pemohon \

Y

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas : )
3 |kepada pemohon serta memberikan berkas rJH berkas permohonan 15menit |Perkas permohonan, daftar ceklist

permohonan ke BO l [ dan tanda terima
4 |Memproses Izin melalui SiCantik rekomendasi 20 menit  |Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik | rekomendasi 3 Jam keabsahan data

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian _ iika perbaikan. la
6 la Keabsahan data 1h 1 i jika pes n, langsung

izin il dilakukan edit data

) ) \ 4

7 |Persetujuan lzin Surat |zin 2 hari Surat |zin

Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat zin | )
8 Pertinggal Surat Izin 15 menit |Bukuagenda dan Arsip
g |Memberitahukan dan menyerahkan izin ke | I . ‘ ‘ )

pemohon dengan membuat tanda terima. Surat |zin 10 Menit  |Surat Izin

Menerima izin dan menandatangani bukti tanda _ .
10 Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-39
TGL. PEMBUATAN : 256 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH B J
-

DRI WARM

NAMA SOP Izin Tukang Gigi

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.
2.

3.

Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Permenkes Rl No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan
Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Tukang Gigi tidak dilaksanakan dengan baik maka Surat
Izin Tukang Gigi tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. dokumen Persyaratan &




Izin Tukang Gigi

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon Front Office (FO) (80O) Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office C“_/ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak berkas permohonan 15 menit  |berkas permohonan
pemohon \
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada r_!Ll . berkas permohonan, daftar
. pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO e i 15 mentt 1 ekiist dan tanda terima
| A |
4 |Memproses |zin melalui SiCantik l 'I rekomendasi 3 Jam Data Upload di SiCantik
5 |Memverifikasi data-data yang ada di SiCantik rekomendasi 3 Jam keabsahan data
jika perbaikan,
6 |Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian izin | Keabsahan data 1 hari lanjut atau Perbaikan langsung dilakukan edit
| | data
7 |Persetujuan lzin l I Surat Izin 1 hari Surat Izin
Menomori Surat izin dan mengarsipkan Surat Izin )
8 Pertinggal .3 Surat Izin 15Smenit |Buku agenda dan Arsip
Memberitahukan dan menyerahkan izin ke pemohon 2 ) )
9 dengan membuat tanda terima. Surat Izin 10 Menit  |Surat Izin
10 [Menerima izin dan menandatangani bukti tanda terima ( }:_ Surat Izin dan tanda terima 10 Menit  |Surat Izin




NOMOR SOP SOP-C-40
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DISAHKAN OLEH L~
Al WAR
NAMA SOP Izin Penggunaan Racun Api
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor|1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan
Alat Pemadam Api Ringan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar|
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 31 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis
Bangunan Gedung yang Wajib Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Penggunaan Racun Api tidak dilaksanakan
dengan baik maka proses lzin Penggunaan Racun Api tidak dapat diterbitkan
sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Izin Penggunaan Racun Api

PELAKSANA Mutu Baky
No Uraian Prosedur Back Office Sub Tim Teknis
Pemohon Front Office (FO) (8O) Kooraiatsr Koordinator | Kepala Dinas Terkait Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office " ( 2 J berkas permohonan 10 Menit Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika y
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tioek / berkas permohonan 15menit  |berkas permohonan
pemehon
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload
3 dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permohenan 1Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada ‘—L—| berkas permohonan, daftar celdist dan
4 pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO ] [ berkas permchanan 10 Menkt tanda terima
berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas C““] terima dan data teknis 1am  lianda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permehonan ke Tim Teknis ‘ L—II ::‘:::::Tmhman‘ daftar oekist, Surat 1 Jam Tanda Terima
¥
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) — Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
¥
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi \ : rekomendasi 2 Jam rekomendasi
esual &
Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian atau i
9 penolakan izin sesual rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1Jam keabsahan rekomendasi
R R ) . . h
10 :emn:t;pan Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau Ej Kl b it 1 hari izin atau surat penolakan
Pencetakan Izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi | ls .
b sicantik - 1zin 1Jam \zin atau surat penolakan
¥
12 |Menyerahkan |zin/Surat penolakan kepada FO E 1zin 10 Menit 1zin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat o ) |zin atau surat penolakan dan tanda
13 | senolakan ke pemohon dengan membuat tanda tarima. I m lzin stau surat penciakan 10Mentt  yerima
14 Menarimal Lxin stat: sLrat penciakan dan renandatargan |zin atau surat penolakan dan tanda terima 10 Menit Izin atau surat penolakan

bukti tanda terima




DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN AGAM

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-41
TGL. PEMBUATAN 125 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN :1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
DISAHKAN OLEH »
-
DRI WARMAN
NAMA SOP Izin Reklame

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017

2.

tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Keputusan Bupati Agam Nomor 324 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai
Sewa Reklame, Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan, Nilai Perolehan
Air Tanah Serta Nilai Jual Sarang Burung Walet.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Izin Reklame tidak dilaksanakan dengan baik maka proses|1. Surat Rekomendasi

|zin Reklame tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan




SOP Izin Reklame

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemohon Front Office (FO) "‘:‘."o""“ Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas | 7'M T"':'t“‘ Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office ( :. J berkas permohonan 10 Ment  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses |ika tidak dikembalikan ke Tidek /> berkas permohonan 15ment |berkas permohonan
pemohon \
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload 15mentt |berkas permohonan
3 |dokumen persyaratan ke Apikasi SICANTIK berkas permohonan L Lt
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada r—‘H 10 Mentt berkas permohenan, daftar ceklist
# | pemohion serta memberikan berkas permohanan ke BO { 5 berkas parmahonan dan tanda terima
. berkas permohanan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas I: — terima dan data teknis TJam  ianda terima dan data teknis
L—l idist, Surat
6 |Menyerahkan berkas permohanan ke Tim Teknis | pari parmohoner; denaroskiish S 1Jam  |Tanda Terima
ngantar
Membuat rekomendasi (diteri tau ditolak) da !
e rekome i (diterima atau n | j i
Rapat 2ha rekomendasi
7 menyerahkan ke FO Berkas Permohanan dan Notuien Rapal i
Menerima SKRD, dan Rekomendasi, JJika diterima £ E—
i
8 memberitahu kepada pemohon untuk rn_ernbuyar SKRD, sialbdtens rekome i 2 Jam relomendesi
llika ditolak dibuat surat penolakan dan diserahkan ke BO Secial
untuk diperiksa -
9 gi:::;yar SKRD KE bank, dan Mengupload Ke Aplikasi rekome i 1 Jam xeabsahan rekomendasi
v
10 :':On::pan izin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau ! I Keabsahan data 2 Jam |zin atau surat penolakan
v
1 Pencetakan Izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi j 12in 1 Jam |zin atau surat penolakan
sicantik E
12 |Menyerahkan [zin/Surat perolakan kepada FO | ] Izin 10 Menit  |Izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat Izin atau surat penolakan dan tanda
& t 10 it
'3 | penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima. | | € lzin ateu surat penoiaian Ment  orima
Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani 10 izin atau surst penoisian
14 |kt tand terima ‘ }5 |zin atau surat penclakan dan tanda terima Ment |izin atau pe




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-C-42
TGL. PEMBUATAN . 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN : 1 Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan/Angkot

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1
324s.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan Pasal 26.
Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha

Peraturan Mendagri Rl Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

Keputusan Menteri Perhubungan 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Pasal 42

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

w

KETERKAITAN

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal|1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantk

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan/Angkot tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses Kartu Pengawasan (KP) Angkutan
Pedesaan/Angkot tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




SOP Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan/Angkot

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office Sub Tim Teknis
Ki Waktu Output
Pemohon Front Office (FO) ®0) Koordinator | 'eordinator | Kepala Dinas Te elengkapan utp
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office » ( F berkas permohonan 10 Mentt  [Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Tidpk ) 15 et |Barkad parmanonan
2 |akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohan < bariex permaanan ™ pe
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen 1 Ja .
3 |persyaratan ke Apkkasi SICANTIK Parias peamononal . Josnaeps
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada L—l berkas permohonan, daftar cekdist
1 I it f
4 |pemohon serta memberican berkas permohonan ke BO berkas permohonan 10Ment | 4 tanda terima
berkas permohonan, daftar ceklist, berkas permohonan, daftar ceklist,
5  |Membuat surat Pengantar Berkas e tacima dar dieta alink 1J8m  }orda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis ;:ﬁ;:mmn. daftar ceicist, 1 Jam Tanda Terima
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) |'J g:::’ Permohonan dan Notuien 3hari |rekomendasi
A
4
8 [Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi Tidok rekomendasi 2 Jam rekomendasi
Rosual  Cmm—
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau | 14 R relarierdas]
& penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomendas am keabsal
y
10 |Penetapan Izin melalui aplikasi Sicartik (diterima atau ditolak) Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
14 Pencetakan |zin atau Surat Penolakan melalui aplikasi \zin 1:dwm Izin atau surat penolakan
sicantik |
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO I I 1zin 10 Menit  |izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan 10M Izin atau surat penolakan dan tanda
™3 ke pemahon dengan membuat tands terima o ste surst panolaii et lierima
14 Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani 1zin atau surat penolakan dan tanda 10 Ment  |izin atau surat penolakan

buli tanda terima

terima




NOMOR SOP SOP-C-43
TGL. PEMBUATAN 25 Mei 2024
REVISI 100
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATLAGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BB QLBH
NAMA SOP Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan  |1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Undang-undang RI No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang|2- Memahami tentang proses pengurusan Izin
No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik

3. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan|4- Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Berusaha 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

4. Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang pedoman
pelayanan jasa medik veteriner

5. Peraturan Mendagri Rl Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

|KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) tidak dilaksanakan|1. Surat Rekomendasi -
dengan baik maka proses Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan




SOP Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur
Pemohon Front Office (FO) "‘(".g;“"' Sub Keordi di Kepala Dinas | T'TTeknis Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berias permohonan ke Front Office > ( :__J berkas permohonan 10 Mentt  |Berkas permohonan
A
y

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Tidkk

2 akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohon < berkas permohonan 15 ment |berkas permohonan
Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen 3 i
3 persyaratan ke Aplikasi SICANTIK | berkas permohanan Jam berkas permohonan
4 Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada ‘-J[“[ Bt EaARERBNEh 10 Mentt |berkas permohonan, daftar ceklist

pemohon serta memberikan berkas permohonan ke 80 | l pe dan tanda terima

|berkas permohonan, daftar ceklist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
8 |Membuat surat Pengantar Berkas | L| terima dan data teknis il tanda terima dan data teknis
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis | L :ﬂ::nzrmnmnan‘ daRarouidiel. Sum 1Jam Tanda Terima
y
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) | I Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendas|
v
Tidak Sesual
8 [Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi \ - rekomendas| 2 Jam rekomendasi
Egoiy | —

Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau

g penolakan izin sesuai rekomendas| OFD Teinis rekomendasi 1Jam keabsahan rekomendasi
3

10 |Penetapan Izin melalui apiikasi Sicantik (diterima atau ditolak) l ] Keabsahan data 1 hari |1zin atau surat penolakan

Pencetakan |zin atau Surat Penolakan melalui aplikasi
1 sicantik r 1zin 1Jam Izin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO I I lzin 10 Menit  |lzin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan |zin atau surat penolakan dan tanda
13 e pe  dengan membut tenda & 1zin atau surat penolakan 10 Menit wrima
14 Menerima zin atau surat penofakan dan menandatangani Izin atau surat penolakan dan tanda terima | 10 Mentt  |1zin atau surat penolakan

bulkti tanda terima




NOMOR SOP SOP-C-44
TGL. PEMBUATAN . 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN .1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU FASAHIAI LEH .
ANDRI WARMAN
Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP|
Keswan), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan
NAMA SOP Kebuntingan (SIPP Pkb), Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan
Ismenator (SIPP Ismenator), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan
Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Undang-undang RI No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.
18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
3. Mampu berkomunikasi dengan baik

3. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan|4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Berusaha 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 03 Tahub 2019 Tenatan pelayanan jasa medik
Veteriner
5. Peraturan Mendagri Rl Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor|
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24),
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Surat |zin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP
Keswan), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP Pkb),
Surat |zin Paramedik Veteriner Pelayanan Ismenator (SIPP Ismenator), Surat lzin
Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) tidak dilaksanakan
dengan baik maka proses Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
(SIPP Keswan), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
(SIPP Pkb), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Ismenator (SIPP Ismenator), Surat
Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) tidak dapat|
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi




Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan
Kebuntingan (SIPP Pkb), Surat izin Paramedik Veteriner Pelayanan Ismenator (SIPP Ismenator), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan
Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Pemohon Frontoffice(Fo) | BackOfice | o,k K KepaiaDines | T'm Teknis Kelengkapan Waktu Output
(BO) Terkait
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office berkas permohonan 10 Mentt  |Berkas permohonan
§ ' y
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan Jika lengkap Tidsk / ;
2 lakan diproses jia tidak diembalican ke pemohon \> bericas permohonen Tamend . |barkan pefmenonan
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen
3 persyaratan ke Apikasi SICANTIK berkas permohonan 1.Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada |JL1 berkas permohonan, daftar celdist dan
4 | pemohon serta memberican berkas permohonan ke BO 1 ) berkas permohonan 10Ment | nda terima
berkas permohonan, daftar ceikdist, tanda berkas permohonan, daftar ceklist,
% jMembuetiuret Pengarts Bedose | | terima dan data teknis TEM anda terima dan data teknis
6 |Menyerankan berkas permohonan ke Tim Teknis | ] :;k;:rf::“"’h""a”‘ caftariakie, Sucel tdam  [Tanda Terima
¥
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) | Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
Y
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi \ relkkomendasi 2 Jam rekomendasi
Bl —
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau | |
9 penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
y
10 |Penetapan |zin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau ditolak) I I Keabsahan data 1 hari 1zin atau surat penclakan
11 |Pencetakan Izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi sicantik| I |v Izin 1 Jam |zin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO I I lzin 10 Menit  |lzin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan |zin atau surat penolakan dan tanda
13 |ke pemohon dengan membuat tanda terima. g Izin atau surat penoiekan 10Menit e rima
Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani i
14 buidi tands terima ( ,\r: Izin atau surat penolakan dan tanda terima 10 Menit  |1zin atau surat penolakan




NOMOR SOP SOP-C-45
TGL. PEMBUATAN 1 25 Mei 2024
REVISI :00
TGL. PENGESAHAN :1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPAT] AGAM,

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RISAHIRAN QL5
ANDRI WARMAN
NAMA SOP 1zin Pendirian Klinik Non BLU dan Non BLUD
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan N
Perizinan Berusaha di Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes RI No. 920 Tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan|4- Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Swasta Dibidang Medik 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Permenkes RI No. 028/ Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik
5. Permenkes RI No. 9 Tahun 2014 tentang klinik
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Intemet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan lzin Pendirian Klinik Non BLU dan Non BLUD tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses Izin Pendirian Klinik Non BLU dan Non
BLUD tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi ‘-




SOP lzin Pendirian Klinik Non BLU dan Non BLUD
PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur o el
Pemohon Front Office (FO) BE(BOT“ Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas TI:,' er::'rl:“ Kelengkapan Waktu Qutput

1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office . ( rj berkas permohonan 10 Menit |Berkas permohonan

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tickk / berkas permohonan 15 menit |berkas permohonan

pemohon

Ya

Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload 2
¥ |dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK j berkas permohonan 1Jam |berkas permohonan

Mencetak dan memberikan tanda terima berkas '_4: .
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas berkas permohonan 15 menit :erk;snmnm. daftar caidist

permohonan ke BO | I | n

3 berkas permohonan, daftar ceklist, berkas permohonan, daftar cekdist,
S [Membuat sutst Pangantar Badkas I == tanda terima dan data teknis Tdam | nda terima dan data feknis
I‘:L"'[ berk honan, daftar ceklist
as permohonan, r ceklist, n
8 |Menyarahkan berkas permohonan ke Tim Teknis Surat Pengantar 1Jam |Tanda Terima
L 2
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) f ] Berkas Permohonian dan Natulen 3hari  |rekomendasi
Rapat
j =5
L)
"\

Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil Tidak Sesual .

8 rekoméndasi rekomendasi 1Jam |rekomendasi
Kesuai e g

Menguiji dan mempelajari kelayakan pemberian atau i i
g penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekamencs Tadam  [keabeshartoicmendas:

Penetapan |zin melalui aplikasi Sicantik (diterima :
10 atau ditolak) Ej Keabsahan data 1 hari |zin atau surat penolakan

Pencetakan Izin atau Surat Penolakan melalui & "
" aplikasi sicantik | 5 Izin 1Jam |lzin atau surat penolakan

y

12 |Menyerahkan lzin/Surat penolakan kepada FO E Izin 10 Menit  (Izin atau surat penolakan

Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat

. |lzin atau surat penolakan dan
13 mlnollkan ke pemohon dengan membuat tanda l .._ll: Izin atau surat penolakan 10 Menit taricla tefiria
ma.

Menerima izin atau surat penolakan dan Izin atau surat penolakan dan tanda ¢

14 menandatangani bukti tanda terima ( ,‘r-‘ terima VONGORE e At Sl penctaban




NOMOR SOP SOP-C-48
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN ;1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATLAGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SR e
ANDRI WARMAN
NAMA SOP Izin Operasional Klinik Non BLU dan Non BLUD
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Memahami tentang proses pengurusan Izin

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan :
Perizinan Berusaha di Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permenkes RI No. 920 Tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan|4- Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
Swasta Dibidang Medik 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
4. Permenkes Rl No. 028/Menkes/Per//2011 tentang Klinik
5. Permenkes RI No. 9 Tahun 2014 tentang klinik
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan |zin Operasional Klinik Non BLU dan Non BLUD tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses |zin Operasional Klinik Non BLU dan Non
BLUD tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Izin Operasional Klinik Non BLU dan Non BLUD

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur K Offic Tim Tekni
Pemohon Front Office (FO) B‘C(Bo) . Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas I":"erkai't"’ Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office _C:} berkas permohonan 10 Menit |Berkas permchonan
Menerima dan mer berkas persyaratan. Jika 3
2 |lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke Tidak / berkas permohonan 15menit |berkas permohonan
pemohon
Ya
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload
3 dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK berkas permehonan 1Jam |berkas permohonan
[Mencetak dan memberikan tanda terima berkas i
4 |kepada pemohon serta memberikan berkas HH berkas permohonan 15 menit zn"‘::n';:';::::"“' daftar cekdist
permohonan ke BO  E—
berkas permohonan, daftar ceklist, berkas permohonan, daftar cekdist,
§ |Membuat surat Pengantar Berkas | L'| tanda terima dan data teknis tdam tanda terima dan data teknis
2 E L"1 berkas permohonan, daftar ceklist, .
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis Surat Pengantar 1 Jam Tanda Terima
k4
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) - J :g:s Permohonan dan Notulen 3 hari eakomandasi
b
[Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil \ Tidak Sesual " .
8 rakomandas! rekomendasi 1Jam |rekomendasi
Besual  lm—
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau : "
2 penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis rekomendasl 1 Jam ombaaliun neimandast
Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik (diterima 2
10 atau ditolak) Keabsahan data 1 hari |zin atau surat penolakan
Pencetakan |zin atau Surat Penolakan melalui - ; ;
" aplikasi sicantik | . Izin 1Jam |lzin atau surat penolakan
12 |Menyerahkan Izin/Surat penclakan kepada FO E izin 10 Menit |lzin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat
13 |penclakan ke pemohon dengan membuat tanda | le |zin atau surat penolakan 10 Menit ::i:d.;:: ﬂ::at penclaian den
terima. ]
Menerima izin atau surat penolakan dan |zin atau surat penolakan dan tanda i
14 menandatangan) buktl tanda terima ( ), e 10 Menit  |lzin atau surat penolakan




11.

12.

Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

Permen ATR/BTN Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Singkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Garis Sempadan
Bangunan.

Perda Kab. Agam No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kab. Agam 2021-2041

Perbup Agam No. 33 Tahun 2012 tentang Garis Sepadan Bangunan (GSB).
Perbup Agam No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelamjutan (LP2B).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

NOMOR SOP : SOP-D-01
TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
TGL. REVISI : 00
TGL. EFEKTIF ;1 Juni 2024
BUPATI AGAM,
KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PAEARIKAN TLER A ' -
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ANDRI WARMAN
NAMA SOP Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
3. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Mampu barkomunikgsi dengan baik
4. PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan|>- Memilii sikap yang disiplin, tegas dan tel
Berusaha
6. Permendagri RI No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

|KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

NSPK dari Kementerian

1. Komputer dan Printer
2. ATK

3. Scanner

4. Internet

5. Aplikasi OSS RBA

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila jaringan internet tidak efektif atau lancar maka proses layanan perizinan
berusaha tidak dapat dilaksanakan

1. KTP
2. Email yang aktif

3. NPWP




SOP PKKPR

Pelaksana Mutu Baku
. o Sub Koordinator/ ;
Nes. Hegiatan Pemohon Vertimtor! | periguodet oordineton | . Diies Kelengkapan Waktu Output Ktasnngen
Surveyor : Pengendali Mutu
Ya Teknis
1. |Mengajukan Permohonan melalui 0SS Berkas Permohonan sesuai NA Berkas permohonan
RBA ketentuan terterima melalui sistem
2. |Melakukan verfikasi, memberikan ) v Berkas permohonan 1 Jam |Berkas permohonan
persetujuan jika dokumen lengkap dan 1 Tidak / Ya terterima melalui sistem terverifikasi
benar dan dikembalikan jika belum 0SS
lengkap dan belum benar :
L
3. |Mempelajari hasil verifikasi dan Berkas permohonan 1 Hari |1, Kerangka
menetapkan persiapan pelaksanaan terverifikasi Acuan Kerja
survey selanjutnya menyampaikan X 2 Rancangan
hasilnya kepada Koordinator SPT
3. Berita Acara
Tidgk Survei
4, Berkas
permohonan
terverifikasi
4. |Menguji dan mempelajari berkas 1. Kerangka Acuan 2 Jam |Dukungan administrasi
persiapan pelaksanaan survey apabila Keria dan perlengkapan
sesuai, survey dapat dilaksanakan jika 2. Rancangan SPT survey lengkap
kelengkapan survei telah terpenuhi, . 3. Berita Acara (termasuk pelaksanaan
apabila tidak maka survey ditunda Tidak ) Survei briefing)
4. Berkas
permohonan
terverifikasi
5. |Pelaksanaan survei, apabila hasil survei Ya Dukungan administrasi dan | 5 Hari |Berita acara hasil
sesuai antara dokumen pendukung dan Ya perlengkapan survey survey berserta
keadaan di lapangan, maka akan lengkap (termasuk lampiran teknis
diteruskan ke Koordinator, jika tidak \/ pelaksanaan briefing) pendukung
sesuai, maka akan dikembalikan kepada
pemohon.
6. |Mempelajari dan memutuskan kelayakan Berita acara hasil survey 1 Jam |Berita acara Hasil
penerbitan PKKPR \ berserta lampiran teknis survey disetujui
pendukung sebagai dasar
penetapan PKKPR
7. |[Memberikan Notifikasi Persetujuan Berita acara Hasil survey 4 Jam |PKKPR ditetapkan
( ) disetujui sebagai dasar
penetapan PKKPR
8. [Menerima PKKPR ( e ] PKKPR ditetapkan NA PKKPR diterima




NOMOR SOP SOP-D-02
TGL. PEMBUATAN : 25 Mel 2024
REVIS| : 00

TGL. PENGESAHAN 11 Juni 2024

KABUPATEN AGAM BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HISATAN GLEN
DRI WARMAN
NAMA SOP Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG)
[DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang

Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PKKPR

Perda Kab. Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang RTRW Kb. Agam 2021-2041
Perbub Kab. Agam Nomor 33 Tahun 2012 tentang Garis Sepadan Bangunan
Perbub Kab. Agam Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala DPMPTSP

2.
3.
4,

10.
11

13.

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

NSPK dari Kementerian

Komputer dan Printer
ATK

Scanner

Internet

5. Aplikasi SIMBG

W =

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) tidak
dilaksanakan dengan baik maka proses Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG)
tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1.  Surat Rekomendasi -




SOP Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
Uralan Prosedur
Pemohon Front Office (FO) ""t".g;"" Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas | T/ Teknis Kelengkapan Waktu Output
Mengajukan Permohonan melalul Aplikasi SIMBG C} berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika R
lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke | berkas permohonan 3 Hari berkas parmohonan
pemaohon
mg uat SKRD (dierima atau ditolak) dan menyerahkan I l Berkas Permohonan dan Notulen Rapat 1 hari rekomendasi
h
Menerima SKRD, dan Rekomendasi, Jika diterima 4 s Eaal
memberitahu kepada pemohon untuk membayar SKRD, bt ;
jika ditolak dibuat surat penolakan dan diserahkan ke BO Saaiai rekomendasi 2 Jam rekomendasi
untuk diperiksa
Membayar SKRD KE bank, dan Mengupload ke Aplikasi ok - 1 dem sabanhen felioiria i)
SIMBG
Penetapan izin melalui aplikasi Simbg (diterima atau Keabsahan data 5 Jam Izin atau surat penolakan
ditolak) { I
v
Membertahukan dan yerahkan izin atau surat Izin atau surat penolakan dan tanda
penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima. D i2ih sty surst penciain 1N terima
Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani ( >< .
bukti tanda terima Izin atau surat penolakan dan tanda terima| 10 Menit  [Izin atau surat penolakan




NOMOR SOP SOP-D-03

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024

REVISI ' : 00

TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATY AGAM,

DISAHKAN OLEH
DRI WARMAN

NAMA SOP Rekomendasi Keramaian

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha

2. Peraturan Mendagri Rl Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

NSPK dari Kementerian

1. Komputer dan Printer
2. ATK

3. Scanner
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Rekomendasi Keramaian tidak dilaksanakan dengan
baik maka proses Rekomendasi Keramaian tidak dapat diterbitkan sesuai
standar pelayanan

1.  Surat Rekomendasi e




SOP Rekomendasi Keramaian

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Back Office Tim Teknis
lengkapan Waktu Output
Pemohon (BO) Sub Koordinator Kepala Dinas Terkait Kelengkap P
Menyerahkan berkas permohonan ke Front . |Berkas
1 Office —’( / berkas permohonan| 10 Menit permohonan
Menerima dan memeriksa berkas Barkas
2 |persyaratan. Jika lengkap akan diproses berkas permohonan 20 menit permohonan
jika tidak dikembalikan ke pemohon
Mengagendakan berkas persyaratan izin, berkas
3 |upload dokumen persyaratan ke Aplikasi berkas permohonan| 1Jam permohonan
SICANTIK I
Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik Izin atau surat
4 (diterima atau ditolak) I Kaabsshan dute 4idam penclakan
£__....:I
5 Pencet'aka'n Izip gtau §urat Penolakan izin & i Izin atau surat
melalui aplikasi sicantik penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin ) lzin atau surat
6 |atau surat penolakan ke pemchon dengan € lz::];t::a:urat 10 Menit |penolakan dan
membuat tanda terima. P tanda terima
i s Izin atau surat ;
 [Menerima izin atau surat penolakan dan @ paraiakan. i 10 Menit |2 atau surat

menandatangani bukti tanda terima

tanda terima

penolakan




= P

KABUPATEN AGAM

NOMOR SOP SOP-D-04

TGL. PEMBUATAN 125 Mei 2024

REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024

BUPATI AGAM,
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HBAHKAN CLER -
Al
NAMA SOP Surat Keterangan Rencana Kabupaten

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

2. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan UU no.28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung

3. PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

4, Permendagri Rl No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Daerah

5. Permen ATR/BTN Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuain
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Singkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Garis Sempadan Bangunan.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur]
Administrasi Pemerintahan

7. Perda Kab. Agam No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kab. Agam 2021-2041

8. Perbup Agam No. 33 Tahun 2012 tentang Garis Sepadan Bangunan (GSB).

9. Perbup Agam No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelamjutan (LP2B).

10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.Komputer
2 Printer
3.ATK
4 Internet
S.Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses layanan Surat Keterangan Rencana Kabupaten tidak dilaksanakan dengan|1.  Surat Rekomendasi -

baik maka proses Surat Keterangan Rencana Kabupaten tidak dapat diterbitkan sesuai
standar pelayanan




SOP Keterangan Rencana Kabupaten

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur
Pemohon Front Office (FO) “'ﬂ:g‘;"“ Sub Koordinator | Koordinator | Kepala Dinas [ T'T. Teknis Kelengkapan Wakty output
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office —'C_r\j berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohanan
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap P
2 akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohon AL /> pepn el I e
Ya
Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada lJ berkas permohonan, daflar ceklist
3 pemohon sarta memberikan berkas permohonan ke BO r_-L' barkas parmohionan 10Ment dan tanda terima
EL-—I |berkas permohonan, daftar celdist, tanda berkas permohonan, daflar ceklist,
4 |Membuat surat Pengantar Berkas terima dan data teknis 1hari tanda terima dan data teknis
\L___I
5 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis ::?: ntar onan, daftar celdist, Surat 1Jam Tanda Terima
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau i
7 penolakan Surat Keterangan oleh OPD Teknis [ I Surat ketetangan 3 hari keabsahan rekomendasi
Sesual
~
Memberitahukan dan yerahkan izin atau surat penolakan Tidak Sesuai 1zin atau surat penolakan dan
8 ke pemohon dengan membuat tanda terima. | i wul g vt panolakan 10 Mant tanda terima
|Menerima izin atau surat penclakan dan datangani .
9 bkt tande bk ( )= |zin atau surat penolakan dan tanda terima 10 Menit  |lzin atau surat penolakan




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-D-05

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 11 Juni 2024

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP Rekomendasi Peil Banjir

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. UU No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

3. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

5. Peraruran Presiden Rl Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha

6. Permendagri RI No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

7. Permen ATR/BTN Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Singkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Garis Sempadan Bangunan.

8. Perda Kab. Agam No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kab. Agam 2021-2041

9. Perbup Agam No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelamjutan (LP2B).

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

11. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).

>

KETERKAITAN

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan |zin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Rekomendasi Peil Banjir tidak dilaksanakan dengan baik maka
proses Rekomendasi Peil Banijir tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




SOP Rekomendasi Peil Banjir

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Back Office
Pemohon |Front Office (FO) (BO) Sub Koordinator Koordinator Kepala Dinas Tim Teknis Terkal Kelengkapan Waktu Output
1 merahkan berkas permohonan ke From berkas permohonan 10 Menit Berkas permohonan
z
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. TW
2 |Jika lengkap akan diproses jika tidak \ berkas permohonan 15 menit berkas permohonan
dikembalikan ke pemohon
Mengagendakan berkas persyaratan izin, Ya
3 |upload dokumen persyaratan ke Aplikasi P berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
SICANTIK m—-—
Mencetak dan memberikan tanda terima | 1
4 |berkas kepada pemohon serta memberikan | | berkas permohonan 10 Menit berkas permohonan, daftar ceklst
dan tanda terima
berkas permohonan ke BO
berkas permohonan, daftar
% berkas permohonan, daftar ceklist,
8§ |Membuat surat Pengantar Berkas 1 ceklist, tanda terima dan 1 Jam e terbre dan datd ki
data teknis
Menyerahkan berkas permohonan ke Tim L_1 berkas permohonan, daftar i
9 Teknis | ceklist, Surat Pengantar 1dam Tenda Terkna
Meambuat » Berkas Permohonan dan .
7 rekomendasi (diterima atau ditolak) L.__ Notulen Rapat 2 har rekomendasi
2
8 Menerima re!(umondasi. dan meneliti hasil \ Tidak Sesual et 2 Jai T
rekomendasi
Sesuai l—-—
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian
9 |atau penolakan izin sesuai rekomendasi OPD rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
Teknis
Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik = i
10 (dilerima atau ditolak) l"‘) ——l Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
1 Psﬂcolfnkfln Izin atau Surat Penolakan melalui J \zin 1.Jam Izin atay surat penclkan
sicantik
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO | l 1zin 10 Menit Izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau
13 [surat penolakan ke pemohon dengan ‘ Izin atau surat penclakan 10 Menit :;Ir:r::“ surat panalekan dan tanda
membuat tanda terima. .__J
Menerima izin atau surat penolakan dan Izin atau surat penolakan
14 cian tanda orkna 10 Menit |zin atau surat penolakan

menandatangani bukti tanda terima




KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP SOP-D-06
TGL. PEMBUATAN 125 Mei 2024
REVISI 1 00

TGL. PENGESAHAN 11 Juni 2024

BUPATLAGAM,

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SN CLER
DRI WARMAN
NAMA SOP Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.
2.

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Permenhub nomor PM 17 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak
Lalu Lintas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan

2. Memahami tentang proses pengurusan lzin

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi Sicantik

|PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) tidak dilaksanakan
dengan baik maka proses Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) tidak dapat
diterbitkan sesuai standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi i -




SOP ANDALALIN

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Front Office Back Office Kepala Tim Teknis
Pemohon (FO) (80) Sub Koordinator | Koordinator Dinas Terkait Kelengkapan Waktu Qutput
Menyerahkan berkas permohonan ke
1 |Front Office ’—’q\—’r berkas permohonan 10 Menit Berkas permohonan
b4
Menerima dan memeriksa berkas Tida /
2 |persyaratan. Jika lengkap akan diproses \ berkas permohonan 15 menit berkas permohonan
jika tidak dikembalikan ke pemohon
Mengagendakan berkas persyaratan izin, b
3 |upload dokumen persyaratan ke Aplikasi berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
SICANTIK
Mencetak dan memberikan tanda terima HL'j
4 |berkas kepada pemohon serta 1 | berkas permohonan 10 Menit :0;7;: ::;r;o : : an::r‘",:hr
memberikan berkas permohonan ke BO ©
v berkas permohonan, daftar berkas permohonan, daftar
§ |Membuat surat Pengantar Berkas [ 1 ceklist, tanda terima dan data 1 Jam ceklist, tanda terima dan data
teknis teknis
Menyerahkan berkas permohonan ke Tim E berkas permohonan, daftar .
% Teknis Ll ceklist, Surat Pengantar 1dam Tanca T enme
Membuat rekomendasi (diterima atau Berkas Permohonan dan
7 ditolak) Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil :
8 rekoiandas] </""~.. Tidak Sesuai rekomendasi 2 Jam rekomendasi
Sepual L—————
Menguji dan mempelajari kelayakan
9 |pemberian atau penoclakan izin sesuai rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
rekomendasi OPD Teknis
Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik
10 (diterima atau ditolak) Ej Keabsahan data 1 hari |zin atau surat penolakan
Pencetakan Izin atau Surat Penoclakan I . .
1" rrwolalul aplikasi sicantik [|< Izin 1 Jam Izin atau surat penolakan
12 'I\:dgnyerahkan 1zin/Surat penolakan kepada| \zin 10 Menit Izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin ;
13 |atau surat penolakan ke pemohon dengan Izin atau surat penolakan 10 Menit tl:':d:t::rlsr:r‘ penolakan dan
membuat tanda terima. |
14 Menerima izin atau surat penoclakan dan Izin atau surat penolakan dan 10 Menit izin ateu surat penolken

menandatangani bukti tanda terima

tanda terima




NOMOR SOP SOP-D-07

TGL. PEMBUATAN : 25 Mei 2024

REVISI : 00

TGL. PENGESAHAN - 1 Juni 2024

KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

BUP
a

1 AGAM,

U
-

ANDRI WARMAN

Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial

NAMA SOP (Orsos)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin
o 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
4. Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Menteri Sosial Rl No. 184/HUK/2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan
Sosial
7. Peraturan Mendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023 Nomor 24).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Internet
5. Aplikasi Sicantik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi
Sosial (Orsos) tidak dilaksanakan dengan baik maka proses Tanda Daftar Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos) tidak dapat diterbitkan sesuai
standar pelayanan

1. Surat Rekomendasi -




Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur Bac Tl
Pemohon Front Office (FO| KOffice | o b Koordinator | Koordinator Dinas | TIMTeknis Kelengkapan Waktu Output
(80) Terkait
1 |Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office .( FJ berkas permohonan 10 Menit  |Berkas permohonan
L
Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap Tidk /
2 |akan diproses jika tidak dkembalkan ke pemohon < berkas permohonan 15 menk  |beri@s permohonan
— =
Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen )
3 persyaratan ke Aplikasi SICANTIK E berkas permohonan 1 Jam berkas permohonan
Mencetak dan memberiian tanda terima berkas kepada r—JL——l . |berkas permohonan, daftar ceklist
4 | pemohon serta memberkan berkas permohonan ke BO 1 I bericas parmononan 10Ment | 1o tanda terma
berkas permohonan, daftar cekiist, tanda berkas permohonan, daftar celdist,
5 |Membuat surat Pengantar Berkas Ij’—l o T e 1 Jam gl
6 |Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis I 1 ;ﬂn:n::momnan, defar caidiat, Suret 1 Jam Tanda Terima
DU -
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) | |Berkas Permohanan dan Notulen Rapat 3 hari rekomendasi
L \
8 |Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi rekomendasi 2 Jam rekomendasi
R se——
Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau ¢
9 [oenolakan izin sesusi rekomendasi OPD Teknis rekomendes! Tdam Jkeanearen rekomendsi
10 |Penetapan |zin melalui aplikasi Sicantik (diterima atau ditolak) l | Keabsahan data 1 har Izin atau surat penolakan
1 F-‘_ence_lnkan lzin atau Surat Penolakan melalui aplikasi | I. 1zin 1 Jam 2in atau surat penolakan
sicantik
12 |Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO I I lzin 10 Mentt  |Izin atau surat penolakan
Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan : 1zin atau surat penolakan dan tanda
13 ke pemohon dengan membuat tanda a | | Izin atau surat penolakan 10 Menit eria
Menerima (zin atau surat penolakan dan menandatangani
14 bukti tanda terima ( }_.. |zin atau surat penolakan dan tanda terima| 10 Menit  |[lzin atau surat penolakan




NOMOR SOP SOP-D-08
TGL. PEMBUATAN . 25 Mei 2024
REVISI : 00
TGL. PENGESAHAN 1 Juni 2024
KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAN OLEH
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU CARabe LE
NAMA SOP Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKLPH (UKL-UPL)- KKLH (AMDAL)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
2. PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan|2. Memahami tentang proses pengurusan |zin
Lingkungan Hidup 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Permen LHK No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan yang waijib|4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office
memiliki AMDAL, UKL UPL dan SPPL 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti

4, Permen LHK No. 5 tahun 2021 tentang Persetujuan Teknis dan Tata Cara Penerbitan
Sertifikat Layak Operasional (SLO)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Transportasi Operasional
|PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses layanan Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKLPH (UKL-UPL)- KKLH (AMDAL)|1. Surat Undangan -
tidak dilaksanakan dengan baik maka Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKLPH (UKL-UPL)-[2. Daftar Hadir ‘-
KKLH (AMDAL) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan. 3. Notulen Rapat -

4. Berita Acara Survey Lapangan -
5. Surat Rekomendasi :-




SOP Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKLPH (UKL-UPL} KKLH (AMDAL)

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur Tim Teknis
Pemohon Front Office (FO) | Back Office (BO)| Sub Koordinator Koordinator | Kepala Dinas T m: Kelengkapan Waktu Output
4 Menyerahkan berkas permohonan ke Front ’_C i 10 Mentt B _—
Menerima dan memeriksa berkas -
2 |persyaratan. Jika lengkap akan dip Jika Telaly berkas permohonan 15 menit berkas permohonan
tidak dikembalikan ke pemohon
Mengagendakan berkas persyaratan izin, i
3 |upload dokumen persyaratan ke Aplikasi berkas permohonan 1Jam berkas permohonan
SICANTIK
Mencetak dan berkan tanda terima L'| f
4 |berkas kepada pemohon serta memberikan berkas permohonan 10 Menit prad nd‘ 1 m‘"' X
berkas permohonan ke BO | S | SIS
v \ T berkas permohonan, daflar
5§ |Membuat surat Pengantar Berkas | 1 tanda 1 pe mnd‘unn dshmﬂ;:::b ! 1Jam ceklist, tanda terima dan data
teknis
Menyerahkan berkas p h ke Tim E’—-I berkas permohonan, daftar ceklist,
6 Teknis Surat Pengantar 1 Jam Tanda Terima
7 |Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak) - ::':;' Permotionan den Nokien 5 hari |rekomendasi
Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil .
8 el i <> T_ld_lk Sesusi rekomendasi 2 Jam rekomendasi
[HAEE SE—
Menguiji dan mempelajari kelayakan
9 |pemberian atau penolakan izin sesuai |rekomendasi 1 Jam keabsahan rekomendasi
rekomendasi OPD Teknis
Penetapan Izin melalui aplikasi Sicantik
10 | diterima atau ditolak) I’:‘ I Keabsahan data 1 hari Izin atau surat penolakan
Pencetakan |zin atau Surat Penolakan melalui
11 apikas! sicantik | le Izin 1 Jam Izin atau surat penolakan
Me I/ A \
12 |o" P h5ep E lzin 10 Menit Izin alau surat penolakan
Memberitahukan dan yerahkan izin atau
13 |sural penclakan ke pemohon dengan " Izin atau surat penolakan 10 Menit Iz:d:hu sutst psnoleian den
membuat tanda terima. [ ol i
14 Menerima izin atau surat penolakan dan Izin atau surat penolakan dan 10 Menit Izin atau surat penclakan

menandatangani bukti tanda terima

tanda terima




